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ABSTRACT 

This purpose of this research are to analyze the effect of changes in tax rates, 

modernization of the tax system, understanding of taxes and utilization of tax 

incentives on tax compliance of taxpayers of micro, small and medium enterprises 

(MSMEs) with financial conditions as a moderating variable in Gorontalo City. This 

research is based on a quantitative approach using convenience sampling, as many as 

205 questionnaires were distributed to MSME taxpayers in Gorontalo City and 

processed using statistical tools SmartPLS 3.2.9. The results showed that the 

modernization of the taxation system and the use of tax incentives has a significant 

positive effect on tax compliance of MSME taxpayers, while changes in tax rates and 

tax understanding have no effect on tax compliance of MSME taxpayers. Financial 

conditions as a moderating variable cannot affect the relationship between changes 

in tax rates, modernization of the tax system, understanding of taxes and utilization of 

tax incentives on tax compliance of MSME taxpayers. 

Keywords: SME Taxpayer Tax Compliance, Changes in Tax Rates, Modernization of 

the Taxation System, Tax Understanding, Utilization of Tax Incentives, Financial 

Conditions 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak, 

modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak dan pemanfaatan insentif pajak 

terhadap kepatuhan pajak wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) 

dengan kondisi keuangan sebagai variabel moderasi di Kota Gorontalo. Penelitian ini 

berdasarkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan convenience sampling, 

sebanyak 205 kuesioner disebar kepada wajib pajak UMKM di Kota Gorontalo dan 

diolah menggunakan alat statistik SmartPLS 3.2.9. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa modernisasi sistem perpajakan dan pemanfaatan insentif pajak berpengaruh 

positif signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM, sedangkan 

perubahan tarif pajak dan pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan 

pajak wajib pajak UMKM. Kondisi keuangan sebagai variabel moderasi tidak dapat 

memengaruhi hubungan antara perubahan tarif pajak, modernisasi sistem perpajakan, 

pemahaman pajak dan pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib 

pajak UMKM.  

Kata kunci: Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM, Perubahan Tarif Pajak, 

Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak, Pemanfaatan Insentif Pajak, 

Kondisi Keuangan
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pajak sangat berperan penting dalam penerimaan Negara. Penerimaan pajak di 

Indonesia digunakan untuk mewujudkan pembangunan dan mengelola pemerintahan. 

Pendanaan negara dari pajak memiliki posisi paling tinggi yang menyokong anggaran 

pendapatan negara Indonesia. Praktik pajak di Indonesia diatur dalam UU No. 16 

Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Budiman et al., 

2020). Kepatuhan pajak masih menjadi masalah yang sering dihadapi di berbagai 

negara yang menerapkan sistem perpajakan, isu kepatuhan sangat penting dikarenakan 

Wajib Pajak yang patuh akan meningkatkan penerimaan sektor pajak pula. 

Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmadhani et al. (2020) 

menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM untuk membayar pajak masih kurang, 

Sebagian besar Wajib Pajak pelaku UMKM mengaku tidak mengetahui dan 

memahami secara keseluruhan mengenai perpajakan. Kurangnya pengetahuan dan 

pemahaman perpajakan pelaku UMKM memengaruhi kepatuhan pajak Wajib Pajak 

pelaku UMKM. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sularsih (2018) 

yang menerangkan bahwa wajib pajak belum memahami pengenaan tarif, wajib pajak 

yang masuk dalam kriteria yang memiliki peredaran bruto tertentu ini juga belum 
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banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP No.23 Tahun 2018 

mengenai penurunan tarif pajak UMKM.  

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan, tercatat jumlah Wajib Pajak 

UMKM yang patuh membayar pajak pada tahun 2019 adalah sebanyak 2,31 juta Wajib 

Pajak. Jumlah tersebut terdiri dari 257.000 Wajib Pajak Badan dan 2,05 juta Wajib 

Pajak Orang Pribadi. Jumlah itu tumbuh dengan trend yang menunjukkan perlambatan 

(sumber: https://mucglobal.com/id/news/1879/melambat-jumlah-pembayar-pajak-

umkm-hanya-tumbuh-23/ ) Agar pelambatan tidak berlanjut, DJP akan meningkatkan 

sosialisasi dan edukasi kepada pelaku UMKM. Hal yang paling utama dari sosialisasi 

dan edukasi ini adalah informasi tentang fasilitas tarif pajak sebesar 0,5% untuk 

UMKM yang dihitung berdasar jumlah peredaran bruto.  

 Penelitian sebelumnya sudah banyak yang meneliti tentang kepatuhan pajak 

UMKM. Beberapa peneliti Indonesia yang telah meneliti hal tersebut seperti Mariana 

(2020), Budiman et al. (2020), Perdana & Dwirandra (2020), Cahyani & Noviari 

(2019), Listyaningsih et al. (2019), Syaputra (2019), Wahyudi & Mildawati (2018), 

Saraswati et al. (2018). Sedangkan peneliti asing yang telah meneliti mengenai faktor-

faktor tersebut yaitu Peprah et al. (2020), Alshira’h & Abdul-Jabbar (2020), 

Weerawickrama & Tilakasiri (2020), Areo et al. (2020), Saeed et al. (2020), Carsamer 

& Abbam (2020), Oyewumi et al. (2020), Alm et al. (2020), Obaid et al. (2020), 

Idewele (2020), Nguyen et al. (2020), Yong & Freudenberg (2020), Mupimpila 

(2020), Ofori (2020), Nguyen et al. (2020), Adu & Amponsah (2020), Hamid et al. 

https://mucglobal.com/id/news/1879/melambat-jumlah-pembayar-pajak-umkm-hanya-tumbuh-23/
https://mucglobal.com/id/news/1879/melambat-jumlah-pembayar-pajak-umkm-hanya-tumbuh-23/
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(2019), Faizal et al. (2019), Daniel & Faustin (2019), Night & Bananuka (2019), 

Youde & Lim (2019), Salam (2019), Güzel (2019), Sebhat & Assfaw (2019), Lois et 

al. (2019), Adhiambo & Theuri (2019), Nanthuru et al. (2018), Mbewe & Jenefa 

(2018), Aladejebi (2018), Annuar et al. (2018), Nduruchi et al. (2017), Yunus et al. 

(2017), Stamatopoulos et al. (2017), Sanusi et al. (2017), Munongo et al. (2017), Kim 

& Im (2017), Azmi et al. (2016), Ayuba et al. (2016), Alshir’ah et al. (2016), Mucai 

et al. (2014), Lubua (2014), Mohamad (2014), Eragbhe & Omoye (2014), Ndekwa 

(2014), Tusubira & Nkote (2013), Machogu & Amayi (2013), Dickinson (2013), 

Dahlby (2012), Akinboade & Kinfack (2012), Thabani & Richard (2012). 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa penelitian telah menunjukkan 

hasil yang konsisten, antara lain penelitian Peprah et al. (2020), Hamid et al. (2019), 

Listyaningsih et al. (2019), Syaputra (2019), Mbewe & Jenefa (2018), Yunus et al. 

(2017) dan Thabani & Richard (2012) yang menunjukkan bahwa variabel perubahan 

tarif pajak dalam PP No. 23 tahun 2018 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan 

pajak UMKM. Sehingga semakin kecil tarif pajak yang ditetapkan, maka semakin 

besar tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang akan meningkatkan jumlah 

penerimaan pajak negara. Variabel modernisasi sistem perpajakan pada penelitian 

Sebhat & Assfaw (2019), Yunika Antari & Supadmi (2019), Night & Bananuka (2019) 

dan Alshir’ah et al. (2016) juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dimana 

prosedur pajak yang dibuat lebih sederhana dan mudah akan meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak. Variabel pemahaman pajak pada penelitian Peprah et al. (2020), Areo et 
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al. (2020), Perdana & Dwirandra (2020), Weerawickrama & Tilakasiri (2020), 

Cahyani & Noviari (2019), (Hamid et al., 2019), Listyaningsih et al. (2019), Sebhat & 

Assfaw (2019), Syaputra (2019), Youde & Lim (2019), Nanthuru et al. (2018), Yunus 

et al. (2017), Ndekwa (2014), Mohamad (2014), (Lubua, 2014) dan Machogu & 

Amayi (2013) menyatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel 

insentif pajak pada penelitian Daniel & Faustin (2019) yang menyatakan bahwa 

signifikan positif terhadap kepatuhan pajak, dimana semakin besar atau banyak 

fasilitas pembebasan pajak yang ditawarkan pemerintah kepada UMKM maka 

semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak wajib pajak dan Variabel kondisi keuangan 

pada penelitian Peprah et al. (2020), Ofori (2020), Adu & Amponsah (2020), Tan & 

Pradita (2020), Mbewe & Jenefa (2018), Nanthuru et al. (2018), Kim & Im (2017), 

Stamatopoulos et al. (2017) dan Alshir’ah et al. (2016) yang menyatakan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan pajak, pendapatan yang rendah atau tinggi merupakan 

faktor utama yang memengaruhi kepatuhan terhadap administrasi pajak.  

 Dari beberapa hasil penelitian tersebut juga terdapat variabel yang belum 

konsisten antara lain variabel perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 

2018 pada penelitian Mariana (2020), Annuar et al. (2018), dan Akinboade & Kinfack 

(2012) yang menyatakan bahwa variabel perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 

23 Tahun 2018 tidak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan pajak UMKM, 

sedangkan penelitian Alshira’h & Abdul-Jabbar (2020), Salam (2019), Sebhat & 

Assfaw (2019) dan Ayuba et al. (2016) yang menyatakan bahwa tidak menemukan 
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pengaruh tarif pajak pada variabel kepatuhan pajak. Variabel modernisasi sistem 

perpajakan pada penelitian Saraswati et al. (2018) yang menunjukkan bahwa variabel 

modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada hasil 

pengujian kelayakan model, akan tetapi pada pengujian hipotesis menunjukkan hasil 

bahwa variabel modernisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, 

sedangkan penelitian Markumah et al. (2019), Arifah et al. (2017), Rusmawati & 

Wardani (2016) dan Ndekwa (2014) yang tidak menemukan pengaruh antara 

modernisasi sistem pajak dan kepatuhan pajak. Variabel pemahaman pajak pada 

penelitian Arini & Sumaryanto (2019) yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman 

pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Markumah et al. (2019), Arifah et al. (2017), Arisandy (2017), Ayuba 

et al. (2016), dan Rusmawati & Wardani (2016) menunjukkan bahwa variabel 

pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 

pajak, hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib 

pajak, tidak akan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak wajib pajak. Variabel insentif 

pajak pada penelitian yang dilakukan oleh Munongo et al. (2017) yang menunjukkan 

bahwa variabel insentif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Makeeva & Mikhaleva (2019) yang 

menunjukkan bahwa variabel insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan pajak dan Variabel kondisi keuangan pada penelitian Arini & Sumaryanto 

(2019), Nduruchi et al. (2017) dan Eragbhe & Omoye (2014) yang menyatakan bahwa 
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variabel kondisi keuangan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al. (2020) menunjukkan bahwa 

kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan 

bertolak belakang dengan teori atribusi. 

 Cahyani & Noviari (2019) menyarankan untuk peneliti dimasa depan dapat 

menambah faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, 

seperti modernisasi sistem perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sosialisasi 

perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Wati (2018) memiliki 

keterbatasan dimana pada variabel penelitian hanya menggunakan tiga variabel, yaitu 

sosialisasi perpajakan pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Sehingga 

peneliti menyarankan untuk dapat menambah variabel lain di luar penelitian dan 

mengganti model penelitian dengan mengubah variabel intervening menjadi variabel 

lain. Penelitian yang dilakukan oleh Alshira’h & Abdul-Jabbar (2020) menyarankan 

untuk menambah variabel kondisi keuangan, biaya kepatuhan, serta agama dan 

patriotism untuk penelitian di masa depan. Penelitian yang dilakukan oleh Budiman et 

al. (2020) menyarankan untuk menambah variabel insentif pajak sebagai variabel 

independen. Penelitian oleh Night & Bananuka (2019) yang menyarankan untuk 

menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif agar tidak membatasi 

responden dalam mengungkapkan perasaan secara utuh mengenai penelitian. 

 Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Syaputra (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah ada 



7 
 

penambahan dua variabel independen yaitu Modernisasi Sistem Perpajakan saran dari 

Cahyani & Noviari (2019) dan Pemanfaatan Insentif Pajak saran dari Budiman et al. 

(2020) terhadap kepatuhan wajib pajak sektor UMKM. Penambahan variabel-variabel 

ini untuk menguji apakah modernisasi sistem perpajakan dan pemanfaatan insentif 

pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak, karena variabel modernisasi sistem 

pajak dan variabel pemanfaatan insentif pajak belum menunjukkan hasil yang 

konsisten pada penelitian-penelitian terdahulu. Selain itu, atas saran yang diberikan 

oleh Alshira’h & Abdul-Jabbar (2020) dan Syaputra (2019) maka peneliti akan 

menggunakan variabel kondisi keuangan sebagai variabel moderasi. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Atribusi dan Teori Kepatuhan, 

alasan pemilihan teori yang akan digunakan adalah karena teori tersebut relevan 

dengan variabel-variabel penelitian serta permasalahan yang menjadi sasaran 

penelitian. Maka dalam penelitian ini, variabel kondisi keuangan akan menjadi 

variabel moderasi antara pengaruh variabel perubahan tarif pajak, modernisasi sistem 

perpajakan, pemahaman pajak dan pemanfaatan insentif pajak terhadap kepatuhan 

pajak UMKM di Kota Gorontalo. Sehingga judul penelitian ini yaitu : “Pengaruh 

Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak dan 

Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM 

dengan Kondisi Keuangan sebagai Variabel Moderasi di Kota Gorontalo”  
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan 

masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah variabel perubahan tarif pajak pada penerapan PP No.23 Tahun 2018 

berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM? 

2. Apakah variabel modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap 

kepatuhan pajak wajib pajak UMKM? 

3. Apakah variabel pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak 

wajib pajak UMKM? 

4. Apakah variabel pemanfaatan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan 

pajak wajib pajak UMKM? 

5. Apakah variabel kondisi keuangan memoderasi pengaruh perubahan tarif 

pajak pada penerapan PP No.23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak wajib 

pajak UMKM? 

6. Apakah variabel kondisi keuangan memoderasi pengaruh modernisasi sistem 

perpajakan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM? 

7. Apakah variabel kondisi keuangan memoderasi pengaruh pemahaman pajak 

terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM? 

8. Apakah variabel kondisi keuangan memoderasi pengaruh pemanfaatan insentif 

pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM 
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1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas maka, tujuan 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel perubahan tarif pajak pada penerapan 

PP No.23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 

2. Untuk menganalisis pengaruh variabel modernisasi sistem perpajakan terhadap 

kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 

3. Untuk menganalisis pengaruh variabel pemahaman pajak terhadap kepatuhan 

pajak wajib pajak UMKM. 

4. Untuk menganalisis pengaruh variabel pemanfaatan insentif pajak terhadap 

kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 

5. Untuk menganalisis variabel kondisi keuangan memoderasi pengaruh 

perubahan tarif pajak pada penerapan PP No.23 Tahun 2018 terhadap terhadap 

kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 

6. Untuk menganalisis variabel kondisi keuangan memoderasi modernisasi 

sistem perpajakan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 

7. Untuk menganalisis variabel kondisi keuangan memoderasi pemahaman pajak 

terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 

8. Untuk menganalisis variabel kondisi keuangan memoderasi pemanfaatan 

insentif pajak terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi : 

1. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Bagi peneliti lain dapat 

mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam 

penelitian ini, serta sebagai referensi dalam melakukan penelitian sejenis. 

2. Bagi Pemerintah, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak dapat menambah 

referensi yang berguna sebagai acuan dalam menyusun kebijakan perpajakan 

yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM 

utamanya dalam kaitannya dengan perubahan tarif pajak, modernisasi sistem 

perpajakan, pemahaman pajak, dan pemanfaatan insentif pajak. 

3. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan juga 

pemahaman mengenai hal-hal yang memengaruhi peningkatan kepatuhan 

wajib pajak pada sektor UMKM. 

4. Bagi Wajib Pajak UMKM, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan kesadaran perpajakan akan pentingnya kepatuhan membayar 

pajak pada sektor UMKM terhadap penerimaan negara.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 LITERATURE REVIEW  

 Pajak merupakan tulang punggung penerimaan bagi negara yang memiliki 

peran penting dalam berbagai sektor utamanya dalam hal pembangunan dan sumber 

pembiayaan negara. Kepatuhan merupakan elemen yang mampu memengaruhi target 

negara dalam hal realisasi penerimaan pajak. Semakin wajib pajak patuh, maka 

penerimaan negara juga akan semakin meningkat. Hal ini dapat tercermin dalam 

kepatuhan mendaftar, menyetor, menghitung, membayar pajak terutang dan 

tunggakan jika ada. Seseorang dapat dikatakan patuh apabila terdaftar dan melaporkan 

kewajiban perpajakannya (Trihatmoko & Mubaraq, 2020). Kontribusi UMKM dalam 

membayar pajak sangat berperan penting dalam menunjang pembangunan negara, 

pajak adalah salah satu sumber penerimaan sektor internal. Tujuan negara adalah 

untuk menyejahterakan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. 

Pentingnya pajak bagi para pelaku UMKM adalah agar semakin kompetitif pada era 

pasar bebas seperti yang ditekankan oleh Kemenkop UKM. Asisten Deputi 

Pembiayaan Non-Bank dan Perpajakan Kemenkop UKM Suprapto mengatakan pajak 

harus ditaati dan dipatuhi oleh pelaku usaha guna mempersiapkan para pelaku UMKM 

untuk bersaing dengan sektor industri yang lain di ASEAN (Azmary et al., 2020).  
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 Kepatuhan pajak masih menjadi permasalahan serius yang membuat target 

penerimaan pajak tak tercapai dan belum terselesaikan hingga saat ini di Indonesia. 

Rendahnya tax ratio, tax gap serta penerimaan pajak yang masih belum mencapai 

target, menggambarkan bahwa kinerja perpajakan di Indonesia masih kurang baik. 

Ketidaktahuan dan ketidakpatuhan yang disengaja menjadi dua faktor penyebab 

rendahnya kepatuhan pajak. Ketidaktahuan wajib pajak terkait pemenuhan hak dan 

kewajiban perpajakan seperti menghitung besaran pajak terutang menyebabkan wajib 

pajak tidak membayar pajak serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang 

seharusnya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan ketidakpatuhan 

disengaja adalah salah satu bentuk perilaku yang dengan sadar berusaha untuk 

menghindari pajak seperti mengecilkan omzet agar pajak yang dibayarkan menjadi 

kecil (Wahyu & Zulma, 2020).  

 Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi Kepatuhan Pajak. Beberapa 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk meneliti faktor-faktor tersebut. 

Beberapa peneliti Indonesia yang telah meneliti hal tersebut seperti Mariana (2020), 

Budiman et al. (2020), Perdana & Dwirandra (2020), Cahyani & Noviari (2019), 

Listyaningsih et al. (2019), Syaputra (2019), Wahyudi & Mildawati (2018), Saraswati 

et al. (2018). Sedangkan peneliti asing yang telah meneliti mengenai faktor-faktor 

tersebut yaitu Peprah et al. (2020), Alshira’h & Abdul-Jabbar (2020), Weerawickrama 

& Tilakasiri (2020), Areo et al. (2020), Saeed et al. (2020), Carsamer & Abbam 

(2020), Oyewumi et al. (2020), Alm et al. (2020), Obaid et al. (2020), Idewele (2020), 
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Nguyen et al. (2020), Yong & Freudenberg (2020), Mupimpila (2020), Ofori (2020), 

Nguyen et al. (2020), Adu & Amponsah (2020), Hamid et al. (2019), Faizal et al. 

(2019), Daniel & Faustin (2019), Night & Bananuka (2019), Youde & Lim (2019), 

Salam (2019), Güzel (2019), Sebhat & Assfaw (2019), Lois et al. (2019), Adhiambo 

& Theuri (2019), Nanthuru et al. (2018), Mbewe & Jenefa (2018), Aladejebi (2018), 

Annuar et al. (2018), Nduruchi et al. (2017), Yunus et al. (2017), Stamatopoulos et al. 

(2017), Sanusi et al. (2017), Munongo et al. (2017), Kim & Im (2017), Azmi et al. 

(2016), Ayuba et al. (2016), Alshir’ah et al. (2016), Mucai et al. (2014), Lubua (2014), 

Mohamad (2014), Eragbhe & Omoye (2014), Ndekwa (2014), Tusubira & Nkote 

(2013), Machogu & Amayi (2013), Dickinson (2013), Dahlby (2012), Akinboade & 

Kinfack (2012), Thabani & Richard (2012). Mengacu pada penelitian-penelitian 

tersebut, ditemukan faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan kepatuhan pajak. 

Faktor-faktor tersebut antara lain adalah penurunan tarif pajak pada PP No.23 Tahun 

2018, modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak, kondisi keuangan, sanksi 

pajak, biaya kepatuhan, moral perpajakan, pelayanan fiskus, keadilan perpajakan, tax 

amnesty dan insentif pajak. 

Tabel 2.1 

Determinan Kepatuhan Pajak 

 

No Variabel Hasil dan peneliti 

1 Perubahan Tarif 

Pajak 

● Perubahan Tarif Pajak signifikan 

meningkatkan kepatuhan pajak (Hamid et al., 

2019; Listyaningsih et al., 2019; Mbewe & 
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Jenefa, 2018; Peprah et al., 2020; Syaputra, 

2019; Thabani & Richard, 2012; Yunus et al., 

2017) 

● Perubahan Tarif Pajak signifikan menurunkan 

kepatuhan pajak (Akinboade & Kinfack, 2012; 

Annuar et al., 2018; Mariana, 2020) 

● Perubahan Tarif Pajak tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan pajak (Alshira’h 

& Abdul-Jabbar, 2020; Ayuba et al., 2016; 

Sebhat & Assfaw, 2019) 

2 Modernisasi Sistem 

Perpajakan 

 

• Modernisasi Sistem Perpajakan signifikan 

meningkatkan kepatuhan pajak (Alshir’ah et 

al., 2016; Night & Bananuka, 2019; Sebhat & 

Assfaw, 2019; Yunika Antari & Supadmi, 

2019) 

• Modernisasi Sistem Perpajakan signifikan 

menurunkan kepatuhan pajak (Saraswati et al., 

2018) 

• Modernisasi Sistem Perpajakan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

pajak (Arifah et al., 2017; Markumah et al., 

2019; Ndekwa, 2014; Rusmawati & Wardani, 

2016) 

3 Pemahaman Pajak 

 

● Pemahaman Pajak signifikan meningkatkan 

kepatuhan pajak (Areo et al., 2020; Cahyani & 

Noviari, 2019; Hamid et al., 2019; 

Listyaningsih et al., 2019; Lubua, 2014; 
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Machogu & Amayi, 2013; Mohamad, 2014; 

Nanthuru et al., 2018; Ndekwa, 2014; Perdana 

& Dwirandra, 2020; Sebhat & Assfaw, 2019; 

Syaputra, 2019; Weerawickrama & Tilakasiri, 

2020; Youde & Lim, 2019; Yunus et al., 2017)  

● Pemahaman Pajak signifikan menurunkan 

kepatuhan pajak (Arini & Sumaryanto, 2019) 

● Pemahaman Pajak tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan pajak (Arifah et 

al., 2017; Arisandy, 2017; Ayuba et al., 2016; 

Markumah et al., 2019; Rusmawati & 

Wardani, 2016) 

4 Kondisi Keuangan 

 

● Kondisi Keuangan signifikan meningkatkan 

kepatuhan pajak (Adu & Amponsah, 2020; 

Alshir’ah et al., 2016; Kim & Im, 2017; 

Mbewe & Jenefa, 2018; Nanthuru et al., 2018; 

Ofori, 2020; Peprah et al., 2020; 

Stamatopoulos et al., 2017; Tan & Pradita, 

2020) 

● Kondisi Keuangan signifikan menurunkan 

kepatuhan pajak (Arini & Sumaryanto, 2019; 

Eragbhe & Omoye, 2014; Nduruchi et al., 

2017) 

● Kondisi Keuangan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan pajak (Budiman 

et al., 2020) 
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5 Sanksi Pajak ● Sanksi Pajak signifikan meningkatkan 

kepatuhan pajak (Alshira’h & Abdul-Jabbar, 

2020; Areo et al., 2020; Arifah et al., 2017; 

Arisandy, 2017; Cahyani & Noviari, 2019; 

Listyaningsih et al., 2019; Markumah et al., 

2019; Youde & Lim, 2019; Yunus et al., 2017)  

● Sanksi Pajak signifikan menurunkan 

kepatuhan pajak (Arini & Sumaryanto, 2019) 

● Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan pajak (Budiman et al., 

2020; Saraswati et al., 2018; Sebhat & Assfaw, 

2019) 

6 Biaya Kepatuhan ● Biaya Kepatuhan signifikan meningkatkan 

kepatuhan pajak (Adhiambo & Theuri, 2019; 

Ofori, 2020; Stamatopoulos et al., 2017) 

● Biaya Kepatuhan signifikan menurunkan 

kepatuhan pajak (Ayem & Nofitasari, 2018) 

● Biaya Kepatuhan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan pajak (Azmi et al., 2016; 

Budiman et al., 2020) 

7 Moral Perpajakan 

 

● Moral Perpajakan signifikan meningkatkan 

kepatuhan pajak (Alshir’ah et al., 2016; Arini 

& Sumaryanto, 2019; Mohamad, 2014; Ofori, 

2020)  

● Moral Perpajakan signifikan menurunkan 

kepatuhan pajak (Lois et al., 2019) 
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● Moral Perpajakan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan pajak (Chan et 

al., 2000) 

8 Pelayanan Fiskus ● Pelayanan Fiskus signifikan meningkatkan 

kepatuhan pajak (Arifah et al., 2017; Budiman 

et al., 2020; Lois et al., 2019; Putri, 2018; 

Yunika Antari & Supadmi, 2019) 

● Pelayanan Fiskus signifikan menurunkan 

kepatuhan pajak (Arini & Sumaryanto, 2019) 

● Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan pajak (Markumah et al., 

2019) 

9 Keadilan 

Perpajakan 

● Keadilan Perpajakan signifikan meningkatkan 

kepatuhan pajak (Faizal et al., 2017; Güzel, 

2019) 

● Keadilan Perpajakan signifikan menurunkan 

kepatuhan pajak (Sinnasamy et al., 2015) 

● Keadilan Perpajakan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan pajak (Benk et 

al., 2011) 

10 Tax Amnesty ● Tax Amnesty signifikan meningkatkan 

kepatuhan pajak (Aladejebi, 2018; Markumah 

et al., 2019) 

● Tax Amnesty signifikan menurunkan 

kepatuhan pajak (Saraçoğlu & Çaşkurlu, 2011) 
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● Tax Amnesty tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan pajak (Suak, 2019) 

11 Insentif Pajak ● Insentif Pajak signifikan meningkatkan 

kepatuhan pajak (Daniel & Faustin, 2019; 

Latief et al., 2020) 

● Insentif Pajak signifikan menurunkan 

kepatuhan pajak (Munongo et al., 2017) 

● Insentif Pajak tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan pajak (Makeeva & 

Mikhaleva, 2019) 

  

 PP No.23 Tahun 2018 berisi kebijakan pemerintah tentang penurunan tarif 

pajak yang berlaku bagi UMKM, dalam PP tersebut sebesar 0,5% yang sebelumnya 

sebesar 1% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk 

menstimulasi bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pemahaman 

perpajakan (Mariana, 2020). Implikasi yang diterima oleh pelaku usaha sektor UMKM 

adalah beban pajak UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki 

kesempatan untuk mengembangkan investasi karena memiliki ekonomi yang lebih 

besar. Penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% diharapkan mampu menutupi beban 

(biaya) operasional yang selama ini sangat dirasakan para pelaku UMKM semakin 

hari semakin berat, hal ini akan berdampak pada peningkatan profit dan akan 

meningkatkan gairah dunia usaha khususnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah. 

Dengan hal ini dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, kemudian dapat 
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meningkatkan kepatuhan pajak WP UMKM (Sularsih, 2018). Hal ini juga sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peprah et al. (2020), Hamid et al. (2019), 

Listyaningsih et al. (2019), Syaputra (2019), Mbewe & Jenefa (2018), Yunus et al. 

(2017) dan Thabani & Richard (2012) yang menyatakan bahwa variabel penerapan PP 

No.23 Tahun 2018 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. 

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mariana (2020), Annuar et al. (2018), dan Akinboade & Kinfack (2012) yang 

menunjukkan bahwa variabel penerapan PP No.23 Tahun 2018 tidak berpengaruh 

positif terhadap variabel kepatuhan pajak UMKM dan menurunkan kepatuhan pajak 

secara signifikan dan juga tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Alshira’h & Abdul-Jabbar (2020), Salam (2019), Sebhat & Assfaw (2019) dan Ayuba 

et al. (2016) yang tidak menemukan pengaruh tarif pajak pada variabel kepatuhan 

pajak. 

 Selain itu, untuk mendukung upaya peningkatan kemauan wajib pajak UMKM 

dalam membayar pajaknya, Dirjen Pajak juga melakukan modernisasi terhadap sistem 

administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem 

yang mengalami perbaikan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk 

meningkatkan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak dengan harapan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak negara (Ayem & 

Nofitasari, 2018). Modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak dimana prosedur pajak perlu dibuat lebih sederhana dan mudah 
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dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Yunika Antari & Supadmi, 2019). 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sebhat & Assfaw (2019), 

Yunika Antari & Supadmi (2019), Night & Bananuka (2019) dan Alshir’ah et al. 

(2016) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan dengan 

penyederhanaan sistem pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. 

Namun, hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saraswati 

et al. (2018) yang menunjukkan bahwa hasil tidak konsisten, variabel modernisasi 

sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada hasil pengujian 

kelayakan model, akan tetapi pada pengujian hipotesis menunjukkan hasil bahwa 

variabel modernisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Markumah et al. (2019), Arifah et al. 

(2017), Rusmawati & Wardani (2016) dan Ndekwa (2014) yang tidak menemukan 

pengaruh antara modernisasi sistem pajak dan kepatuhan pajak. 

 Pemahaman pajak adalah proses dimana wajib pajak memahami segala 

peraturan tentang perpajakan dan mengimplementasikannya dalam kewajibannya 

dalam membayar pajak. Selain itu wajib pajak juga paham mengenai Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dimana berisi tata cara melakukan 

pembayaran pajak, batas waktu pembayaran denda, tempat pembayaran dan pelaporan 

SPT (Azmary et al., 2020). Peraturan perpajakan adalah sebuah peraturan yang telah 

dikeluarkan oleh pemerintah yang tentunya dinilai mampu mengatur akan hal pajak, 

yang mendasari setiap pengenaan, penetapan, penarikan, pemungutan, dan serta 
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penagihan pajak oleh pemerintah kepada masyarakatnya sebagai pelaksana 

pemenuhan kewajiban dibidang perpajakan (Putri, 2018). Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Sebhat & Assfaw (2019) kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif 

oleh tingkat pendidikan wajib pajak, pemahaman dan kesadaran pajak wajib pajak. 

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Peprah et al. (2020), Areo et 

al. (2020), Perdana & Dwirandra (2020), Weerawickrama & Tilakasiri (2020), 

Cahyani & Noviari (2019), (Hamid et al., 2019), Listyaningsih et al. (2019), Sebhat & 

Assfaw (2019), Syaputra (2019), Youde & Lim (2019), Nanthuru et al. (2018), Yunus 

et al. (2017), Ndekwa (2014), Mohamad (2014), (Lubua, 2014) dan Machogu & 

Amayi (2013) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak mempunyai pengaruh 

positif terhadap kepatuhan pajak, kurangnya Pendidikan dan pemahaman pajak 

merupakan faktor utama yang memengaruhi kepatuhan pajak. Namun, hasil penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini & Sumaryanto (2019) 

yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman pajak tidak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Markumah et al. (2019), Arifah et al. (2017), Arisandy (2017), Ayuba 

et al. (2016), dan Rusmawati & Wardani (2016) yang menunjukkan bahwa variabel 

pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 

pajak, hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pemahaman wajib pajak, tidak 

akan memengaruhi tingkat kepatuhan pajak wajib pajak.  
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 Kondisi keuangan menunjukkan Kesehatan keuangan sesungguhnya. Kondisi 

keuangan dapat dilihat dari kepuasan omset atau laba yang didapat (Budiman et al., 

2020). Wajib pajak dengan omset atau laba memuaskan akan cenderung patuh dalam 

menjalankan kewajiban perpajakannya. Kondisi keuangan menjadikan omset atau laba 

sebagai ukuran sehatnya suatu keuangan UMKM. Semakin tinggi omset atau laba 

yang didapat, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajaknya. Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian oleh Peprah et al. (2020), Ofori (2020), Adu & 

Amponsah (2020), Tan & Pradita (2020), Mbewe & Jenefa (2018), Nanthuru et al. 

(2018), Kim & Im (2017), Stamatopoulos et al. (2017) dan Alshir’ah et al. (2016) yang 

menyatakan bahwa pendapatan yang rendah atau tinggi merupakan faktor utama yang 

memengaruhi kepatuhan terhadap administrasi pajak. Namun, hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini & Sumaryanto (2019), Nduruchi 

et al. (2017) dan Eragbhe & Omoye (2014) yang menyatakan bahwa variabel kondisi 

keuangan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga hasil 

penelitian oleh Budiman et al. (2020) yang menunjukkan bahwa kondisi keuangan 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan bertolak belakang 

dengan teori atribusi. 

 Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan akan ditaati atau dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan 

merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Anam 

et al., 2018). Semakin tinggi sanksi yang dikenakan maka wajib pajak akan semakin 
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patuh, hal ini karena dirasa sanksi yang tinggi akan semakin merugikan. Hal ini selajan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Alshira’h & Abdul-Jabbar (2020), Areo et al. 

(2020), Arifah et al. (2017) Arisandy (2017), Cahyani & Noviari (2019) Listyaningsih 

et al. (2019), Markumah et al. (2019), Youde & Lim (2019) dan Yunus et al. (2017). 

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini 

& Sumaryanto (2019) yang menyatakan bahwa variabel sanksi keuangan tidak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil penelitian oleh Budiman 

et al. (2020), Saraswati et al. (2018) Sebhat & Assfaw (2019) yang menunjukkan 

bahwa sanksi pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan 

pajak. 

 Biaya kepatuhan adalah segala biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam 

membayar pajak yang dikenakan oleh pemerintah suatu negara. Biaya kepatuhan 

mencakup biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memelihara catatan 

pembayaran pajak, mengajukan pengembalian pajak dan biaya pelatihan petugas pajak 

di dalam organisasi (Ofori, 2020). Semakin rendah biaya kepatuhan maka kemauan 

wajib pajak untuk membayar pajak akan semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Adhiambo & Theuri (2019), Ofori (2020) 

Stamatopoulos et al. (2017). Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ayem & Nofitasari (2018) yang menunjukkan bahwa variabel biaya kepatuhan 

tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Azmi et al. (2016) dan Budiman et al. (2020) yang menyatakan bahwa 
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variabel biaya kepatuhan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 

pajak. 

 Moral Perpajakan adalah faktor individu yang memotivasi seseorang untuk 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Moral pajak menjelaskan bagaimana dan 

mengapa moralitas wajib pajak memengaruhi perilaku perpajakannya. Moral pajak 

merupakan faktor penting dalam mengurangi penghindaran pajak dan meningkatkan 

kepatuhan pajak sukarela. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Alshir’ah et al. (2016), Arini & Sumaryanto (2019), Mohamad (2014), dan Ofori 

(2020) yang menunjukkan bahwa variabel moral berpengaruh signifikan positif 

terhadap kepatuhan pajak, dimana moral yang baik maka akan cenderung untuk 

mematuhi pajak secara sukarela. Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lois et al. (2019) hasil menunjukkan bahwa variabel moral perpajakan 

tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dan penelitian yang dilakukan oleh 

Chan et al. (2000) yang menunjukkan bahwa variabel moral perpajakan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak.  

 Pelayanan Fiskus adalah cara petugas pajak dalam membantu kebutuhan wajib 

pajak. Petugas pajak dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik untuk 

dapat menyelesaikan permasalahan perpajakan wajib pajak baik secara online maupun 

tatap muka. Kualitas pelayanan petugas pajak yang baik akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak (Budiman et al., 2020). Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Arifah et al. (2017), Budiman et al. (2020), Lois et al. (2019), Putri 
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(2018) dan Yunika Antari & Supadmi (2019). Namun, tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Arini & Sumaryanto (2019) yang menyatakan bahwa variabel 

pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan pajak dan 

penelitian yang dilakukan oleh Markumah et al. (2019) yang menyatakan bahwa 

variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. 

 Keadilan Perpajakan adalah suatu persepsi yang memengaruhi Tindakan wajib 

pajak, dimana wajib pajak berpikir bahwa individu dengan status ekonomi atau 

pendapatan yang sama harus dikenakan pajak dengan tarif yang sama. Keadilan 

prosedural pajak menunjukkan dampak positif terhadap kepatuhan pajak, dimana jika 

seorang individu merasa bahwa otoritas menjalankan prosedur yang adil, mereka lebih 

cenderung patuh terhadap membayar pajak (Güzel, 2019). Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Faizal et al. (2017) dan Güzel (2019). Namun, tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sinnasamy et al., 2015) yang 

menyatakan bahwa keadilan perpajakan memiliki pengaruh pada ketidakpatuhan 

pajak dan penelitian yang dilakukan oleh (Benk et al., 2011) yang menyatakan bahwa 

variabel keadilan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. 

 Tax Amnesty adalah program satu kali yang berlangsung singkat jangka waktu 

yang membebaskan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) dan hukuman 

perdata dan pidana dari pajak yang belum dibayar sebelumnya kepada non-pelapor 

atau wajib pajak yang belum membayar jumlah pajak yang benar (Aladejebi, 2018). 

Semakin tinggi pengampunan pajak yang dilakukan oleh pemerintah maka akan 
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semakin meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Aladejebi (2018) dan Markumah et al. (2019) yang menyatakan bahwa 

variabel tax amnesty berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun, 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraçoğlu & Çaşkurlu (2011) 

yang menyatakan bahwa variabel tax amnesty tidak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan pajak dan penelitian oleh Suak (2019) yang menyatakan bahwa variabel tax 

amnesty tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  

 Insentif Pajak adalah stimulus yang ditawarkan kepada wajib pajak agar wajib 

pajak merasa termotivasi untuk membayar dan patuh terhadap pajak (Verawaty et al., 

2015). Semakin besar atau banyak fasilitas pembebasan pajak yang ditawarkan 

pemerintah kepada UMKM maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak wajib pajak. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daniel & Faustin (2019) dan 

Latief et al. (2020) yang menyatakan bahwa variabel insentif pajak berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Makeeva & Mikhaleva (2019) dan Munongo et al. (2017) yang 

menyatakan bahwa variabel insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan pajak wajib pajak. 

 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa penelitian telah menunjukkan 

hasil yang konsisten, antara lain penelitian Peprah et al. (2020), Hamid et al. (2019), 

Listyaningsih et al. (2019), Syaputra (2019), Mbewe & Jenefa (2018), Yunus et al. 

(2017) dan Thabani & Richard (2012) yang menunjukkan bahwa variabel perubahan 
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tarif pajak dalam PP No. 23 tahun 2018 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan 

pajak UMKM. Sehingga semakin kecil tarif pajak yang ditetapkan, maka semakin 

besar tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM yang akan meningkatkan penerimaan 

pajak negara. Variabel modernisasi sistem perpajakan pada penelitian Sebhat & 

Assfaw (2019), Yunika Antari & Supadmi (2019), Night & Bananuka (2019) dan 

Alshir’ah et al. (2016) juga berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, dimana 

prosedur pajak yang dibuat lebih sederhana dan mudah akan meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak. Variabel pemahaman pajak pada penelitian Peprah et al. (2020), Areo et 

al. (2020), Perdana & Dwirandra (2020), Weerawickrama & Tilakasiri (2020), 

Cahyani & Noviari (2019), (Hamid et al., 2019), Listyaningsih et al. (2019), Sebhat & 

Assfaw (2019), Syaputra (2019), Youde & Lim (2019), Nanthuru et al. (2018), Yunus 

et al. (2017), Ndekwa (2014), Mohamad (2014), (Lubua, 2014) dan Machogu & 

Amayi (2013) menyatakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel 

kondisi keuangan pada penelitian Peprah et al. (2020), Ofori (2020), Adu & Amponsah 

(2020), Tan & Pradita (2020), Mbewe & Jenefa (2018), Nanthuru et al. (2018), Kim 

& Im (2017), Stamatopoulos et al. (2017) dan Alshir’ah et al. (2016) yang menyatakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, pendapatan yang rendah atau tinggi 

merupakan faktor utama yang memengaruhi kepatuhan terhadap administrasi pajak. 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel sanksi perpajakan pada 

penelitian Alshira’h & Abdul-Jabbar (2020), Areo et al. (2020), Arifah et al. (2017), 

Arisandy (2017), Cahyani & Noviari (2019), Listyaningsih et al. (2019), Markumah 
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et al. (2019), Youde & Lim (2019) dan Yunus et al. (2017) yang menyatakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, semakin tinggi sanksi yang dikenakan 

maka wajib pajak akan semakin patuh, hal ini karena dirasa sanksi yang tinggi akan 

semakin merugikan. Variabel biaya kepatuhan pada penelitian Adhiambo & Theuri 

(2019), Ofori (2020), Stamatopoulos et al. (2017) yang menyatakan bahwa 

berpengaruh positif, semakin rendah biaya kepatuhan maka kemauan wajib pajak 

untuk membayar pajak akan semakin tinggi. Variabel moral perpajakan pada 

penelitian Alshir’ah et al. (2016), Arini & Sumaryanto (2019), Mohamad (2014) dan 

Ofori (2020) yang menyatakan bahwa berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. 

Variabel pelayanan fiskus pada penelitian Arifah et al. (2017), Azmary et al. (2020), 

Budiman et al. (2020), Lois et al. (2019), Putri (2018) dan Yunika Antari & Supadmi 

(2019) yang menyatakan bahwa positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Variabel 

keadilan perpajakan pada penelitian Faizal et al. (2017) dan Güzel (2019) yang 

menyatakan bahwa signifikan positif terhadap kepatuhan pajak, dimana jika seorang 

individu merasa bahwa otoritas menjalankan prosedur yang adil, mereka lebih 

cenderung patuh terhadap membayar pajak. Variabel tax amnesty pada penelitian 

Aladejebi (2018) dan Markumah et al. (2019) yang menyatakan bahwa berpengaruh 

signifikan positif terhadap kepatuhan pajak dan Variabel insentif pajak pada penelitian 

Daniel & Faustin (2019) yang menyatakan bahwa signifikan positif terhadap 

kepatuhan pajak, dimana semakin besar atau banyak fasilitas pembebasan pajak yang 
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ditawarkan pemerintah kepada UMKM maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak 

wajib pajak. 

 Dari beberapa hasil penelitian tersebut juga terdapat variabel yang belum 

konsisten antara lain variabel perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 

2018 pada penelitian Mariana (2020), Annuar et al. (2018), dan Akinboade & Kinfack 

(2012) yang menyatakan bahwa variabel perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 

23 Tahun 2018 tidak berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan pajak UMKM, 

sedangkan penelitian Alshira’h & Abdul-Jabbar (2020), Salam (2019), Sebhat & 

Assfaw (2019) dan Ayuba et al. (2016) yang menyatakan bahwa tidak menemukan 

pengaruh tarif pajak pada variabel kepatuhan pajak. Variabel modernisasi sistem 

perpajakan pada penelitian Saraswati et al. (2018) yang menunjukkan bahwa variabel 

modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pada hasil 

pengujian kelayakan model, akan tetapi pada pengujian hipotesis menunjukkan hasil 

bahwa variabel modernisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, 

sedangkan penelitian Markumah et al. (2019), Arifah et al. (2017), Rusmawati & 

Wardani (2016) dan Ndekwa (2014) yang tidak menemukan pengaruh antara 

modernisasi sistem pajak dan kepatuhan pajak. Variabel pemahaman pajak pada 

penelitian Arini & Sumaryanto (2019) yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman 

pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Markumah et al. (2019), Arifah et al. (2017), Arisandy (2017), Ayuba 

et al. (2016), dan Rusmawati & Wardani (2016) menunjukkan bahwa variabel 
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pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan 

pajak, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib 

pajak, tidak akan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Variabel 

kondisi keuangan pada penelitian Arini & Sumaryanto (2019), Nduruchi et al. (2017) 

dan Eragbhe & Omoye (2014) yang menyatakan bahwa variabel kondisi keuangan 

tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Budiman et al. (2020) menunjukkan bahwa kondisi keuangan tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan bertolak belakang dengan 

teori atribusi. Variabel sanksi pajak pada penelitian Arini & Sumaryanto (2019) yang 

menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al. (2020), 

Saraswati et al. (2018) dan Sebhat & Assfaw (2019) menunjukkan bahwa variabel 

sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan pajak. Variabel biaya 

kepatuhan pada penelitian Ayem & Nofitasari (2018) yang menunjukkan bahwa 

variabel biaya kepatuhan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Azmi et al. (2016) dan Budiman et al. 

(2020) yang menunjukkan bahwa variabel biaya kepatuhan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan pajak. Variabel moral perpajakan pada penelitian Lois 

et al. (2019) yang menunjukkan bahwa variabel moral perpajakan tidak berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Chan et 

al. (2000) yang menunjukkan bahwa variabel moral perpajakan tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap kepatuhan pajak. Variabel pelayanan fiskus pada penelitian Arini 

& Sumaryanto (2019) yang menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus tidak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian oleh Markumah 

et al. (2019) menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kepatuhan pajak. Variabel keadilan perpajakan pada penelitian 

Sinnasamy et al. (2015) yang menunjukkan bahwa variabel keadilan perpajakan tidak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Benk et al. (2011) yang menunjukkan bahwa variabel keadilan perpajakan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Variabel tax amnesty pada 

penelitian Saraçoğlu & Çaşkurlu (2011) yang menunjukkan bahwa variabel tax 

amnesty tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Suak (2019) yang menunjukkan bahwa variabel tax amnesty tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak dan Variabel insentif pajak pada 

penelitian yang dilakukan oleh Munongo et al. (2017) yang menunjukkan bahwa 

variabel insentif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Makeeva & Mikhaleva (2019) yang menunjukkan 

bahwa variabel insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. 

 Beberapa teori yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti 

Budiman et al. (2020), Syaputra (2019), Arifah et al. (2017) dan Rusmawati & 

Wardani (2016), menggunakan teori atribusi dimana teori atribusi adalah teori yang 

digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor internal dan eksternal untuk 
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menghubungkan penyebab dengan hasil dari berbagai peristiwa yang terjadi di 

lingkungan sekitar. Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa masih terdapat kelemahan pada teori atribusi, kelemahan tersebut meliputi 

perbedaan perspektif antara individu dan peneliti serta bias dan konsensus sosial yang 

dapat mengubah perspektif. Hal ini dikarenakan, teori ini membuat kesimpulan 

mengenai sebab akibat untuk menjelaskan mengapa orang lain dan diri kita 

berperilaku dengan cara tertentu yang berkaitan dengan persepsi sosial. Selain itu, 

theory of planned behavior pada penelitian yang dilakukan oleh Anam et al. (2018), 

Azmary et al. (2020), Cahyani & Noviari (2019) dan Muhamad et al. (2019), memiliki 

kelemahan dimana adanya keterbatasan pemanfaatan teori ini sangat membutuhkan 

kontrol dari orang lain. Pada penelitian Budiman et al. (2020) menggunakan teori 

kepatuhan, dimana teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang 

menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang 

diberikan didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban 

perpajakannya. Kelemahan dari teori ini adalah harus menggabungkan antara 

pendekatan ekonomi dan pendekatan non-ekonomi dalam menjelaskan kepatuhan 

wajib pajak. 

 Saran yang diusulkan oleh Cahyani & Noviari (2019) menyarankan untuk 

peneliti dimasa depan dapat menambah faktor-faktor yang dapat memengaruhi 

kepatuhan wajib pajak UMKM, seperti modernisasi sistem perpajakan, kesadaran 

perpajakan, dan sosialisasi perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani & 
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Wati (2018) memiliki keterbatasan dimana pada variabel penelitian hanya 

menggunakan tiga variabel, yaitu sosialisasi perpajakan pengetahuan perpajakan dan 

kepatuhan wajib pajak. Sehingga peneliti menyarankan untuk dapat menambah 

variabel lain di luar penelitian dan mengganti model penelitian dengan mengubah 

variabel intervening menjadi variabel lain. Penelitian yang dilakukan oleh Alshira’h 

& Abdul-Jabbar (2020) menyarankan untuk menambah variabel biaya kepatuhan, 

kondisi keuangan, serta agama dan patriotism untuk penelitian di masa depan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al. (2020) menyarankan untuk menambah 

variabel insentif pajak sebagai variabel independen. Penelitian oleh Night & Bananuka 

(2019) yang menyarankan untuk menggunakan metode campuran kuantitatif dan 

kualitatif agar tidak membatasi responden dalam mengungkapkan perasaan secara 

utuh mengenai penelitian. 

 Berdasarkan kelemahan-kelemahan teori yang dikemukakan peneliti-peneliti 

sebelumnya dan saran-saran yang diberikan untuk peneliti mendatang. Penelitian 

selanjutnya akan berfokus pada Teori Atribusi, hal ini dikarenakan teori atribusi lebih 

menjelaskan tingkah laku dan memberikan perhatian bagaimana seseorang 

sesungguhnya bertingkah laku dibandingkan dengan teori-teori yang lain. Selain itu 

juga akan menggunakan Teori Kepatuhan dalam penelitian ini. Pengembangan dari 

teori tersebut adalah dengan memperluas ruang lingkup penelitian, hal ini dengan 

menambah variabel relevan. Penelitian selanjutnya akan meneliti tentang Kepatuhan 

Pajak Wajib Pajak UMKM Kota Gorontalo dengan menggunakan variabel-variabel 
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seperti perubahan tarif pajak dalam PP No.23 Tahun 2018, modernisasi sistem 

perpajakan, pemahaman pajak dan kondisi keuangan. Penelitian selanjutnya juga akan 

memberikan pembaharuan dimana sesuai saran dari penelitian terdahulu, maka 

penambahan variabel pemanfaatan insentif pajak sebagai variabel independen juga 

dirasa perlu. Kemudian penambahan variabel kondisi keuangan sebagai variabel 

moderasi yang memperkuat maupun memperlemah hubungan variabel independen 

terhadap variabel dependen, khususnya di masa pandemik Covid-19. 

 

2.2 LANDASAN TEORI 

2.2.1 Teori Atribusi 

 Teori atribusi adalah teori tentang bagaimana orang membuat penjelasan 

kausal. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang 

mendorong siapa melakukan apa. Teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu 

mengamati perilaku disekitarnya, maka individu tersebut berupaya untuk menentukan 

perilaku yang disebabkan secara eksternal maupun internal (Ayem & Nofitasari, 

2018). 

 Teori atribusi digunakan untuk membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk 

mengetahui penyebab-penyebab perilaku kita dan orang lain. Definisi atribusi secara 

formal adalah upaya yang dilakukan untuk memahami penyebab di balik perilaku 

orang lain, maupun perilaku diri kita sendiri. Teori atribusi sangat relevan dengan 

variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini.  
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2.2.2 Teori Kepatuhan 

 Teori kepatuhan (Compliance Theory) adalah teori yang mendeskripsikan 

ketaatan individu terhadap aturan atau perintah yang diberikan (Rahmadhani et al., 

2020). Kepatuhan mengenai perpajakan setiap Wajib Pajak adalah keadaan dimana 

Wajib Pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak 

perpajakan (Azmary et al., 2020). Kesadaran perpajakan adalah hal terpenting dalam 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Peningkatan kepatuhan 

pajak akan meningkatkan pendapatan pajak negara dan mendorong peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. 

 Kepatuhan wajib pajak terdiri atas 2 jenis, yaitu Kepatuhan Material dan 

Formal (Rusmawati & Wardani, 2016). Kepatuhan material adalah sikap taat wajib 

pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara substantif memenuhi 

ketentuan-ketentuan material perpajakan, sedangkan kepatuhan formal adalah sikap 

taat wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara formal dengan 

ketentuan undang-undang perpajakan (Syaputra, 2019). 

2.2.3 Pajak 

 Pengertian Pajak menurut UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 

tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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 Fungsi pajak menurut Wulandari dalam (Wardani & Wati, 2018) adalah 

sebagai budgetair dan regulerend. Fungsi budgetair digunakan untuk pembangunan 

negara maupun seluruh pengeluaran rutin negara, sedangkan fungsi regulerend 

digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial.  

2.2.4 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) 

  Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) terbagi menjadi 3 golongan yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha 

menengah. 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur undang-undang. 

Usaha Mikro berperan dalam peningkatan dan pemerataan pendapatan 

masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan berperan mewujudkan stabilitas 

nasional.  

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha 

besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-

undang. 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
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anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha 

besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana 

diatur undang-undang. 

Tabel 2.2 

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

 

No. Uraian Aset Omzet 

1. Usaha Mikro 50 Juta 300 Juta 

2. Usaha Kecil > 50 Juta – 500 Juta > 300 Juta – 2,5 

Miliar 

3. Usaha Menengah > 500 Juta – 10 

Miliar 

2,5 Miliar – 50 

Miliar 

Sumber : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

 

2.2.5 Kepatuhan Pajak 

  Kepatuhan pajak adalah konsep yang menyangkut kesediaan seseorang untuk 

bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan administrasi perpajakan 

tanpa menyimpulkan Langkah-langkah penengakannya (Lois et al., 2019). Kepatuhan 

pajak sukarela sangat penting bagi pemerintah untuk mengatasi defisit anggaran. 

Kriteria wajib pajak yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak adalah sebagai 

berikut: 
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1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan, meliputi: 

a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun 

terakhir; 

b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun 

terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) 

Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut; dan 

c) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir 

b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat 

Pemberitahuan Masa pajak berikutnya. 

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan 

pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran 

pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai 

Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas 

akhir pelunasan. 

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan 

keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) 

tahun berturut – turut, dengan ketentuan : 

a) Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (long 

form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi 

wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan 
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b) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh 

Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah 

pengawas Akuntan Publik. 

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

 

2.2.6 Perubahan Tarif Pajak pada Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 

  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan aturan PP Nomor 23 Tahun 

2018 tentang aturan pajak penghasilan (PPh) UMKM dan berlaku mulai tanggal 1 Juli 

2018, dimana penerimaan usaha yang diperoleh wajib pajak memiliki omzet sampai 

dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun mendapatkan tarif sebesar 0,5% dari yang 

sebelumnya 1% yang tertuang dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 (sumber : 

https://www.pajak.go.id/presiden-luncurkan-aturan-penurunan-tarif-pajak-

penghasilan-final-05-bagi-umkm) 

  PP No. 23 Tahun 2018 juga mengatur jangka waktu selama 7 tahun untuk wajib 

pajak orang pribadi , 4 tahun untuk wajib pajak badan dan perusahaan terbatas selama 

3 tahun dalam pengenaan tarif pajak 0,5%. Selain itu, apabila UMKM melakukan 

pembukuan dan membuat laporan keuangan maka jika terjadi kerugian tidak 

membayar pajak. 
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2.2.7 Modernisasi Sistem Perpajakan 

  Modernisasi sistem perpajakan adalah upaya strategis dalam perbaikan 

pelayanan lewat program perubahan (change program), penegakan hukum dan 

pelaksanaan kode etik yang lebih diprioritaskan agar administrasi perpajakan dapat 

berjalan secara efektif dan efisien. 

  Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Triwigati dalam (Arifah 

et al., 2017) adalah sistem yang mengalami peningkatan atau kemajuan dengan tujuan 

untuk memberikan pelayanan memadai dengan memanfaatkan teknologi informasi 

sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.  

  Sistem perpajakan hendaknya dibuat semudah mungkin karena para wajib 

pajak berasal dari berbagai latar belakang, dengan tingkat pendidikan, tingkat 

penghasilan, budaya, dan kesadaran perpajakan yang sangat berbeda. Studi yang 

dilakukan dalam menyelidiki tingkat kepatuhan pedagang menunjukkan bahwa 

kesederhanaan SPT dan administrasi memiliki hubungan positif dan signifikan dengan 

kepatuhan pajak (Sebhat & Assfaw, 2019).  

2.2.8 Pemahaman Pajak 

  Pemahaman pajak adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui dan 

memahami tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, kemudian 

mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tersebut untuk membayar pajak 

(Arisandy, 2017). 



41 
 

  Memahami dan mengerti tata cara dan ketentuan perpajakan sangatlah penting 

untuk wajib pajak, dengan pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan yang 

dimiliki oleh wajib pajak akan sangat berguna bagi penerimaan pajak negara. 

Pemahaman perpajakan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan 

perpajakan terkait dengan kemampuan wajib pajak memahami peraturan perpajakan, 

dan kesediaannya untuk mematuhinya. Melalui edukasi wajib pajak, wajib pajak 

menyadari hak, kewajiban dan tata cara pembayaran pajak serta konsekuensi dari 

ketidakpatuhan (Sebhat & Assfaw, 2019). 

2.2.9 Pemanfaatan Insentif Pajak 

 Pengertian insentif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tambahan 

penghasilan uang, barang dan sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan gairah 

kerja. Insentif pajak adalah sisi dari kode pajak yang dirancang untuk memberi 

kompensasi atau mendorong bentuk eksplisit dari perilaku kepatuhan wajib pajak. 

Imbalan bisa menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Sebhat 

& Assfaw, 2019). Adanya kebijakan insentif pajak UMKM menjadi peluang bagi 

pemerintah memunculkan lebih banyak WP (potensi pajak) UMKM baru yang akan 

mendorong peningkatan penerimaan pajak nonmigas (Mariana, 2020). 

2.2.10 Kondisi Keuangan 

  Kondisi keuangan adalah keadaan yang menggambarkan tingkat Kesehatan 

dan kinerja keuangan perusahaan berdasarkan tingkat profitabilitas dan arus kas likuid 

perusahaan (Tan & Pradita, 2020). 
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  Kondisi keuangan UMKM menjadi harapan kepatuhan wajib pajak yang 

paling utama. Kondisi keuangan UMKM selama pandemi Covid-19 banyak yang 

mengalami penurunan. Padahal sejatinya, semakin baik kondisi keuangan UMKM 

yang dilihat dari omset yang dihasilkan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Sosialisasi perpajakan selama pandemi 

Covid-19 adalah upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk 

menjelaskan tentang sistem peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia selama 

pandemi Covid-19, misalnya peraturan tentang insentif pajak bagi UMKM. Adanya 

sosialisasi perpajakan diharapkan akan meningkatkan sifat partisipasi aktif dan efektif 

pada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya (Budiman et al., 

2020). 

  Profitabilitas perusahaan (firm profitability) telah terbukti merupakan salah 

satu faktor yang memengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan 

perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan 

pajaknya. Hal ini dapat terjadi karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi 

dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas yang mana laba akuntansi berbasis akrual 

(Arini & Sumaryanto, 2019). 
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2.3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.3.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak pada Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 yang mengatur 

tentang Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu kepada calon Wajib Pajak 

UMKM maupun Wajib Pajak UMKM yaitu tentang pengurangan tarif pajak UMKM 

menjadi 0,5% yang sebelumnya 1% diatur dalam PP No.46 Tahun 2013 akan sangat 

efektif dalam meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban 

perpajakannya, karena dengan adanya perubahan tarif pajak tersebut menjadikan 

beban pajak yang harus dibayar lebih kecil, sehingga tidak memberatkan wajib pajak 

UMKM. Perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 sesuai dengan 

Teori Atribusi. Hal tersebut dikarenakan perubahan tarif pajak merupakan penyebab 

eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 

 Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Hamid et al. (2019), Listyaningsih et al. (2019), Mbewe & Jenefa (2018), Peprah et al. 

(2020), Syaputra (2019), Yunus et al. (2017) yang menunjukkan bahwa perubahan 

tarif pajak pada penerapan PP No.23 tahun 2018 berpengaruh terhadap peningkatan 

kepatuhan pajak wajib pajak.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis yang pertama dalam 

penelitian ini yaitu: 
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H1 = Perubahan Tarif Pajak pada Penerapan PP No.23 Tahun 2018 

berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM 

2.3.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak 

Wajib Pajak UMKM 

Menurut Arifah et al. (2017) modernisasi sistem administrasi perpajakan 

adalah sistem yang mengalami penyempurnaan dalam meningkatkan pelayanan 

perpajakan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan teknologi informasi yang 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak. Sistem 

administrasi perpajakan yang semakin baik melalui pemanfaatan sistem informasi 

teknologi yang andal akan meningkatkan motivasi dalam diri Wajib Pajak untuk mau 

membayar pajak. Teori atribusi sesuai dengan modernisasi sistem perpajakan, hal ini 

dikarenakan modernisasi sistem perpajakan adalah faktor eksternal yang dapat 

memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. 

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Alshir’ah et al. (2016), Night & Bananuka (2019), Sebhat & Assfaw (2019), dan 

Yunika Antari & Supadmi (2019) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem 

administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib 

Pajak.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini, yaitu: 
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H2 = Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap 

Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM 

2.3.3 Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak 

UMKM 

Faktor utama yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar 

pajak adalah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, 

adanya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban, dan 

pentingnya pajak terhadap penerimaan negara dan juga pembangunan negara dapat 

menimbulkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Semakin luas 

pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan undang-undang perpajakan dan 

pentingnya pajak bagi suatu negara maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dan mendorong peningkatan penerimaan negara, dimana penerimaan negara yang 

tinggi akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Teori atribusi sangat relevan 

dengan pemahaman pajak, hal tersebut dikarenakan pemahaman pajak merupakan 

penyebab internal yang dapat memengaruhi persepsi wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban membayar pajaknya. 

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Areo et al. (2020), Cahyani & Noviari (2019), Hamid et al. (2019), Listyaningsih et 

al. (2019), Lubua (2014), Machogu & Amayi (2013), Mohamad (2014), Nanthuru et 

al. (2018), Ndekwa (2014), Perdana & Dwirandra (2020), Sebhat & Assfaw (2019), 

Syaputra (2019), Weerawickrama & Tilakasiri (2020), Youde & Lim (2019) dan 
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Yunus et al. (2017) yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh 

terhadap peningkatan kepatuhan pajak wajib pajak.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu: 

H3 = Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak 

Wajib Pajak UMKM 

2.3.4 Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

UMKM 

Insentif Pajak yang tujukan kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-

19 tertuang dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 sangat diharapkan untuk dapat 

dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Insentif pajak ini memberikan beberapa 

keuntungan bagi pelaku UMKM, di antaranya untuk pekerja berpenghasilan bruto 

tidak lebih dari Rp. 200 juta per tahun Ditanggung Pemerintah (DTP) hal ini tertuang 

dalam PPh Pasal 21, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, PPh Final UMKM DTP, 

pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen dan restitusi Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) dipercepat. Sedangkan PMK Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian 

Fasilitas terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan 

Pandemi Covid-19. Pemberian insentif pajak yang dilakukan oleh pemerintah akan 

memengaruhi penghasilan yang diterima selama masa covid-19, hal ini turut 

meringankan beban para pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakannya. Teori 

yang relevan dengan pemanfaatan insentif pajak adalah teori atribusi, hal ini karena 
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pemanfaatan insentif pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat memengaruhi 

persepsi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Daniel & Faustin (2019) dan Latief et al. (2020) yang menunjukkan bahwa 

pemanfaatan insentif pajak berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan pajak wajib 

pajak.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu: 

H4 = Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan 

Pajak Wajib Pajak UMKM 

2.3.5 Pengaruh Perubahan Tarif pada Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 

terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dimoderasi oleh Kondisi 

Keuangan 

Berdasarkan teori atribusi bahwa kondisi keuangan adalah faktor internal yang 

berasal dari dalam atau lingkungan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan teori 

kepatuhan (compliance theory) kondisi keuangan berguna untuk mendukung ketaatan 

wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Kondisi keuangan yang baik bagi 

pelaku UMKM akan turut mensukseskan penerapan PP No. 23 Tahun 2018 serta 

mendorong kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dan meningkatkan penerimaan pajak 

negara. Kondisi keuangan yang baik pada suatu UMKM diharapkan akan 
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meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu: 

H5 = Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap Penerapan PP No.23 

Tahun 2018 dan Kepatuhan Pajak UMKM 

2.3.6 Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak 

Wajib Pajak UMKM dimoderasi oleh Kondisi Keuangan 

Berdasarkan teori atribusi bahwa modernisasi sistem perpajakan adalah faktor 

eksternal yang berasal dari luar lingkung wajib pajak. Sedangkan berdasarkan teori 

kepatuhan (compliance theory) modernisasi sistem perpajakan berguna untuk 

mendukung wajib pajak taat dalam kepatuhan peraturan perpajakan. Modernisasi 

sistem administrasi perpajakan merupajak salah satu sarana yang dapat diterapkan oleh 

pemerintah. Modernisasi sistem perpajakan juga bertujuan untuk mengurangi kontak 

langsung antara aparat pajak dengan wajib pajak yang dikhawatirkan dapat 

menimbulkan praktek-praktek illegal untuk menghindari atau mengurangi beban 

kewajiban perpajakan para Wajib Pajak yang bersangkutan. Hal ini juga dapat 

mengurangi biaya pengeluaran transportasi karena sudah tidak ada kontak langsung 

dengan aparat. Kondisi keuangan mendorong para pelaku UMKM melakukan 

modernisasi sistem perpajakan, hal ini dilakukan agar dapat mengurangi pengeluaran 
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yang akan meringankan beban perpajakan. Dengan adanya simplifikasi ini, maka 

Wajib Pajak UMKM akan semakin patuh dalam membayar pajak.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu: 

H6 = Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap Modernisasi Sistem 

Perpajakan dan Kepatuhan Pajak UMKM 

2.3.7 Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak 

UMKM dimoderasi oleh Kondisi Keuangan 

Berdasarkan teori atribusi bahwa pemahaman pajak adalah faktor internal yang 

berasal dari dalam atau lingkungan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan teori 

kepatuhan (compliance theory) pemahaman pajak mendorong ketaatan wajib pajak 

UMKM untuk mematuhi peraturan perpajakan dan mematuhi kewajiban wajib pajak 

dalam membayar pajak. Kondisi keuangan yang buruk akan memengaruhi kepatuhan 

pajak wajib pajak UMKM, meskipun wajib pajak telah paham sepenuhnya tentang 

peraturan perpajakan namun dengan kondisi keuangan yang buruk dapat 

menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam 

membayar pajak. Maka dari itu, kondisi keuangan yang baik diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu:  
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H7 = Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap Pemahaman Pajak 

dan Kepatuhan Pajak UMKM 

2.3.8 Pengaruh Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib 

Pajak UMKM dimoderasi oleh Kondisi Keuangan 

Berdasarkan teori atribusi pemanfaatan insentif pajak merupakan faktor 

eksternal yang berasal dari luar lingkungan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan teori 

kepatuhan (compliance theory) pemanfaatan insentif pajak berguna untuk mendukung 

ketaatan wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak 

menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan sasaran penerimaan pajak. 

Semakin pesat pertumbuhan UMKM di Indonesia, maka akan semakin besar 

kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga semakin besar penerimaaan pajak di sektor 

UMKM. Namun, penerimaan pajak di Indonesia pada bulan Mei 2020 justru 

mengalami penurunan sebesar 10,82%. Kepatuhan membayar pajak justru semakin 

krusial di tengah besarnya kebutuhan pendanaan dari pemerintah selama pandemi 

Covid-19. 

Kebijakan yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2018 bertujuan untuk 

memulihkan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di masa pandemi. Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN) yang merupakan amanat dari Perppu 1/2020 antara lain insentif pajak, 

subsidi bunga dan penjaminan modal kerja baru UMKM (Kumala & Junaidi, 2020). 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu: 

H8 = Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap Pemanfaatan Insentif 

Pajak dan Kepatuhan Pajak UMKM 
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2.4 KERANGKA PENELITIAN 

 

Gambar 2.1 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. 

Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen-elemen atau individu yang terpisah-

pisah menjadi satu yang digunakan sebagai sumber informasi dari penelitian (Hadi, 

2009). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Kota Gorontalo.  

Sampel menurut Sekaran & Bougie (2017) adalah sejumlah bagian yang 

dipilih dari populasi. Pemilihan sampel dari populasi dilakukan dengan metode 

Convenience Sampling. Convenience Sampling adalah pengambilan sampel yang 

berdasar kebetulan, dimana anggota populasi yang dijumpai dan bersedia untuk 

dijadikan responden untuk keperluan sampel penelitian. 

Data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Metode pengumpulan 

data yang akan digunakan yaitu dengan menyebar kuesioner. Metode ini dilakukan 

dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada wajib pajak yang bergerak di bidang 

UMKM di Kota Gorontalo. 
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3.2 VARIABEL PENELITIAN 

Pada penelitian ini, variabel yang digunakan dibedakan menjadi tiga. Adapun 

variabel-variabel tersebut terdiri dari satu variabel dependen, empat variabel 

independen dan satu variabel moderasi. Variabel dependen adalah kepatuhan pajak 

wajib pajak UMKM, sedangkan variabel independen adalah perubahan tarif pajak, 

modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak dan pemanfaatan insentif pajak. 

Kemudian, variabel moderasi adalah kondisi keuangan.  

3.2.1 Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM (Y) 

Kepatuhan perpajakan menurut Yasa dan Jati (2017) dalam (Yunika Antari & 

Supadmi, 2019) adalah kedisiplinan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya 

sesuai undang-undang yang berlaku di bidang perpajakan. Kewajiban pajak yang 

dibayarkan secara sukarela oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi 

pembangunan negara. 

Indikator yang digunakan dalam variabel adalah sebagai berikut: 

1. Tepat waktu pelaporan SPT 

2. Tepat waktu dalam membayar pajak 

3. Benar dalam pengisian formulir SPT 

Kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dalam penelitian ini akan dinilai dengan 

point 1-4 menggunakan skala interval. Kategori poin tersebut terdiri atas skor 1 sangat 

tidak setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 setuju, dan skor 4 sangat setuju. Penilaian 
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kepatuhan pajak wajib pajak UMKM menggunakan 5 item pertanyaan dari penelitian 

(Andayani, 2018). 

3.2.2 Perubahan Tarif Pajak (X1) 

Tarif pajak adalah dasar persentase untuk menghitung pajak terutang yang 

harus disetor. Sedangkan, perubahan tarif pajak adalah penurunan tarif pajak dimana 

besar tarif final UMKM saat ini adalah sebesar 0,5% (Cahyani & Noviari, 2019). 

Perubahan ini berdasarkan penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang 

bertujuan untuk memberikan motivasi kepada wajib pajak UMKM untuk mematuhi 

kewajibannya dalam membayar pajak.  

Indikator yang digunakan dalam variabel adalah sebagai berikut: 

1. Perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dinilai lebih 

menguntungkan wajib pajak 

2. Perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 lebih mudah 

dimengerti 

3. Tarif 0,5% yang berlaku dinilai sangat ringan bagi wajib pajak 

4. Perubahan tarif pajak mempermudah wajib pajak menghitung pajak 

penghasilan 

Perubahan tarif pajak dalam penelitian ini akan dinilai dengan point 1-4 

menggunakan skala interval. Kategori poin tersebut terdiri atas skor 1 sangat tidak 

setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 setuju, dan skor 4 sangat setuju. Penilaian perubahan 
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tarif pajak menggunakan 5 item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian 

(Sunaryo et al., 2020). 

3.2.3 Modernisasi Sistem Perpajakan (X2) 

Modernisasi sistem perpajakan menurut Trigawati (2013) dalam (Arifah et al., 

2017) adalah sistem yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan yang diberikan 

kepada wajib pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong kepatuhan pajak wajib pajak. 

Indikator yang digunakan dalam variabel adalah sebagai berikut: 

1. Perubahan metode pelayanan dan pemeriksaan 

2. Penyederhanaan prosedur administrasi 

3. Penggunaan teknologi informasi 

Modernisasi sistem perpajakan dalam penelitian ini akan dinilai dengan point 

1-4 menggunakan skala interval. Kategori poin tersebut terdiri atas skor 1 sangat tidak 

setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 setuju, dan skor 4 sangat setuju. Penilaian 

modernisasi sistem perpajakan menggunakan 5 item pertanyaan yang dikembangkan 

dari penelitian (Irawan & Khairani, 2016). 

3.2.4 Pemahaman Pajak (X3) 

Pemahaman adalah kemampuan setiap individu untuk mengerti dan mampu 

mengetahui sesuatu dari berbagai segi, individu dikatakan paham apabila mampu 

memberikan penjelasan dan meniru hal tersebut (Putri, 2018). Sedangkan, pemahaman 
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perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengerti tentang perpajakan dan 

mengaplikasikan pengetahuan itu untuk menjalankan kewajibannya dalam membayar 

pajak dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. 

Indikator yang digunakan dalam variabel adalah sebagai berikut: 

1. Wajib pajak harus mempunyai pengalaman mengenai peraturan perpajakan 

2. Wajib pajak sebagai penghitung jumlah terutang 

3. Wajib pajak menggunakan tarif sesuai peraturan pajak yang berlaku 

4. Wajib pajak harus mengetahui informasi terbaru tentang pajak 

Pemahaman pajak dalam penelitian ini akan dinilai dengan point 1-4 

menggunakan skala interval. Kategori poin tersebut terdiri atas skor 1 sangat tidak 

setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 setuju, dan skor 4 sangat setuju. Penilaian 

pemahaman pajak menggunakan 5 item pertanyaan yang dikembangkan dari 

penelitian (Rusmawati & Wardani, 2016; Sunaryo et al., 2020)  

3.2.5 Pemanfaatan Insentif Pajak (X4) 

Insentif pajak adalah segala insentif yang diberikan dengan tujuan untuk 

mengurangi beban pajak perusahaan. Pemanfaatan insentif pajak merupakan suatu 

stimulus yang diberikan kepada wajib pajak dengan harapan wajib pajak dapat 

termotivasi untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar 

pajak. 

Indikator yang digunakan dalam variabel adalah sebagai berikut: 
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1. Dampak pemanfaatan insentif UMKM 

2. Keadilan dalam pemberian insentif pajak 

Pemanfaatan insentif pajak dalam penelitian ini akan dinilai dengan point 1-4 

menggunakan skala interval. Kategori poin tersebut terdiri atas skor 1 sangat tidak 

setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 setuju, dan skor 4 sangat setuju. Penilaian 

pemanfaatan insentif pajak menggunakan 5 item pertanyaan yang dikembangkan dari 

penelitian (Latief et al., 2020). 

3.2.6 Variabel Moderasi (X5) 

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin 

dari tingkat profitabilitas (profitability), dan arus kas (cash flow) (Arini & Sumaryanto, 

2019). Di tengah pandemik Covid-19 banyak sektor yang terdampak, salah satunya 

pelaku UMKM. Hal ini tentunya sangat berdampak pada kondisi keuangan para pelaku 

UMKM. 

Indikator yang digunakan dalam variabel adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi arus kas tahun terakhir 

2. Laba sebelum pajak tahun terakhir 

Kondisi keuangan dalam penelitian ini akan dinilai dengan point 1-4 

menggunakan skala interval. Kategori poin tersebut terdiri atas skor 1 sangat tidak 

setuju, skor 2 tidak setuju, skor 3 setuju, dan skor 4 sangat setuju. Penilaian kondisi 
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keuangan menggunakan 5 item pertanyaan yang dikembangkan dari penelitian 

(Harinurdin, 2009). 

3.3 ALAT STATISTIK 

3.3.1 Statistik Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dipakai untuk memberikan 

refleksi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar 

deviasi. Nilai Minimum adalah nilai terendah dari data yang digunakan. Nilai 

Maksimum adalah nilai tertinggi dari data yang digunakan. Mean adalah nilai rata-rata 

dari data yang digunakan. Standar Deviasi adalah nilai untuk mengukur besar data 

tersebar dalam penelitian. 

3.3.2 Uji Validitas 

Penelitian ini menggunakan uji validitas, menurut Ghozali dalam (Arini & 

Sumaryanto, 2019) uji validitas dilakukan untuk mengukur valid tidaknya suatu 

kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan dalam kuesioner dapat 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur dalam kuesioner tersebut. 

3.3.3 Uji Reliabilitas 

Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas, menurut Ghozali dalam (Arini & 

Sumaryanto, 2019) uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas dapat dilakukan 

dengan melihat cronbach alpha dan nilai composite reliability. Penelitian dapat 
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dikatakan andal apabila cronbach alpha dan composite reliability memiliki nilai di atas 

0,60. 

3.3.4 Uji Moderated Regression Analysis (MRA) 

Penelitian ini menggunakan uji MRA yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan variabel moderasi. 

MRA sendiri digunakan khusus regresi linear berganda dimana persamaanya 

mengandung perkalian antara dua atau lebih variabel independen. 

Analisis moderated regression analysis (MRA) dalam penelitian ini dengan 

rumus sebagai berikut: 

Y = α + β1PTP + β2MSP + β3PP + β4PIP + β5PTP.KK + β6MSP.KK + β7PP.KK + 

β8PIP.KK + e ………………………………………………………………………3.1 

Keterangan: 

α  : Konstanta 

β1-8  : Koefisien regresi 

Y  : Kepatuhan Pajak WP UMKM 

PTP  : Perubahan Tarif Pajak 

MSP  : Modernisasi Sistem Perpajakan 

PP  : Pemahaman Pajak 

PIP  : Pemanfaatan Insentif Pajak 

KK  : Kondisi Keuangan  

e  : Standar error 
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Kriteria-kriteria terjadinya moderasi dalam suatu penelitian: 

1. Uji variabel moderasi menghasilkan sig. < 0,05 dan perkalian antara 

variabel independen dengan variabel moderasi menghasilkan sig. < 0,05 

maka akan berlaku moderasi semu (Quasi Moderator) 

2. Uji variabel moderasi menghasilkan sig. > 0,05 dan perkalian antara 

variabel independen dengan variabel moderasi menghasilkan sig. < 0,05 

maka akan berlaku moderasi murni (Purei Moderator) 

3. Uji variabel moderasi menghasilkan sig. < 0,05 dan perkalian antara 

variabel independen dengan variabel moderasi menghasilkan sig. > 0,05 

maka akan berlaku prediktor moderasi (Predictor Moderasi Variabel) 

4. Uji variabel moderasi menghasilkan sig. > 0,05 dan perkalian antara 

variabel independen dengan variabel moderasi menghasilkan sig. > 0,05 

maka akan berlaku moderasi potensial (Homogeniser Moderator) 

 

3.3.5 Pengujian Hipotesis 

3.3.5.1 Perubahan Tarif Pajak  

Ho1 ; β1≤0 : Perubahan Tarif Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan 

Pajak Wajib Pajak UMKM 

HA1 ; β1>0 :  Perubahan Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak 

Wajib Pajak UMKM 



62 
 

3.3.5.2 Modernisasi Sistem Perpajakan 

Ho2 ; β2≤0 : Modernisasi Sistem Perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap 

Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM 

HA2 ; β2>0 : Modernisasi Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap 

Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM 

3.3.5.3 Pemahaman Pajak 

Ho3 ; β3≤0 : Pemahaman Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak 

Wajib Pajak UMKM 

HA3 ; β3>0 : Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak 

Wajib Pajak UMKM 

3.3.5.4 Pemanfaatan Insentif Pajak 

Ho4 ; β4≤0 : Pemanfaatan Insentif Pajak tidak berpengaruh positif terhadap 

Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM 

HA4 ; β4>0 : Pemanfaatan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan 

Pajak Wajib Pajak UMKM 

3.3.5.5 Kondisi Keuangan 

Ho5 ; β5≤0 : Kondisi Keuangan tidak berpengaruh positif terhadap hubungan 

Perubahan Tarif Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM 
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HA5 ; β5>0 : Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap hubungan Perubahan 

Tarif Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM 

Ho6 ; β6≤0 : Kondisi Keuangan tidak berpengaruh positif terhadap hubungan 

Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak 

UMKM 

HA6 ; β6>0 : Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap hubungan 

Modernisasi Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak 

UMKM 

Ho7 ; β7≤0 : Kondisi Keuangan tidak berpengaruh positif terhadap hubungan 

Pemahaman Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM 

HA7 ; β7>0 : Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap hubungan Pemahaman 

Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM 

Ho8 ; β8≤0 : Kondisi Keuangan tidak berpengaruh positif terhadap hubungan 

Pemanfaatan Insentif Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM 

HA8 ; β8>0 : Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap hubungan 

Pemanfaatan Insentif Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis data dan pembahasan hasil 

penelitian tentang “Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem 

Perpajakan, Pemahaman Pajak dan Pemanfaatan Insentif Pajak terhadap 

Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM dengan Kondisi Keuangan sebagai 

Variabel Moderasi di Kota Gorontalo”. Data yang telah dikumpulkan akan 

dianalisis sesuai dengan pokok permasalahannya dan berdasarkan rumus hipotesis 

yang telah diuraikan dalam bab 2 untuk mengetahui apakah hipotesis tersebut diterima 

atau tidak. 

4.1 HASIL PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner seperti yang 

telah diuraikan dalam bab 3. Responden yang ditentukan dalam penelitian ini adalah 

Wajib Pajak sektor UMKM di Kota Gorontalo. Kuesioner yang disebar sebanyak 205 

lembar dalam rentang waktu 6 hari yaitu dimulai tanggal 11 Desember – 16 Desember 

2020. Berikut data kuesioner yang disebar. 

Tabel 4.1 

Hasil Pengumpulan Data 

 

Keterangan Jumlah Persentase 



65 
 

Kuesioner yang disebar 205 100% 

Kuesioner yang tidak kembali 10 5% 

Kuesioner yang kembali 195 95% 

Kuesioner yang tidak dapat diolah 15 7% 

Kuesioner yang dapat diolah 180 88% 

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 

 

4.2 KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pada sektor Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Gorontalo dengan jumlah responden sebanyak 

180 orang. 180 kuesioner telah diberikan kepada responden dan sudah diisi secara 

lengkap dan benar sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. 

Karakteristik dalam penelitian ini dikelompokkan menurut usia, jenis kelamin, 

Pendidikan terakhir, lama usaha didirikan dan omzet per bulan. Penjelasan tentang 

karakteristik responden akan disajikan dalam bentuk tabel seperti berikut. 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Tabel 4.2 

Persentase Umur Responden 

 

Usia Jumlah Persentase 
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< 20 tahun 47 26% 

21 tahun – 30 tahun 93 52% 

31 tahun – 40 tahun 24 13% 

41 tahun – 50 tahun 11 6% 

> 50 tahun 5 3% 

Total 180 100% 

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 

Dari data karakteristik responden berdasarkan yang telah dikemukakan pada 

tabel 4.2, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbanyak adalah 

responden dengan usia sekitar 21 tahun – 30 tahun yaitu sebanyak 93 orang atau dalam 

bentuk persentase sebesar 52%. Sedangkan usia < 20 tahun yaitu sebanyak 47 orang 

atau dalam bentuk persentase adalah sebesar 26%, untuk usia sekitar 31 tahun – 40 

tahun yaitu sebanyak 24 orang atau dalam bentuk persentase 13%, untuk usia sekitar 

41 tahun – 50 tahun yaitu sebanyak 11 orang atau dalam bentuk persentase 6%, untuk 

usia > 50 tahun yaitu sebanyak 5 orang atau dalam bentuk persentase 3%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) yang ada di kota Gorontalo yang mengisi kuesioner ini adalah responden 

berumur sekitar 21 tahun – 30 tahun. 
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2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.3 

Persentase Jenis Kelamin Responden 

 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-Laki 81 45% 

Perempuan 99 55% 

Total 180 100% 

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel 4.3 di 

atas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin laki-

laki yaitu sebanyak 81 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 45%. Sedangkan 

jumlah responden terendah adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu 

sebanyak 99 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 55%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) yang ada di kota Gorontalo yang mengisi kuesioner ini adalah responden 

yang berjenis kelamin perempuan. 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.4 

Persentase Pendidikan Terakhir Responden 

 

Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase 
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SD 5 3% 

SMP 26 14% 

SMA 108 60% 

S1 40 22% 

S2 1 1% 

S3 0 0% 

Total 180 100% 

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 

Data data karakteristik responden berdasarkan Pendidikan terakhir pada tabel 

4.4, maka dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak yang mengisi kuesioner 

adalah responden dengan pendidikan terakhir SMA yaitu sebanyak 108 orang atau 

dalam bentuk persentase sebesar 60%. Sedangkan untuk responden dengan pendidikan 

terakhir SD yaitu sebanyak 5 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 3%, 

sedangkan responden dengan pendidikan terakhir SMP yaitu sebanyak 26 orang atau 

dalam bentuk persentase sebesar 14%, untuk responden dengan pendidikan terakhir 

S1 yaitu sebanyak 40 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 22%, untuk 

responden dengan pendidikan terakhir S2 yaitu sebanyak 1 orang atau dalam bentuk 

persentase sebesar 1% dan untuk responden dengan Pendidikan terakhir S3 yaitu 

sebanyak 0 orang atau dalam bentuk persentase 0%. Maka dapat disimpulkan bahwa 
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sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di kota 

Gorontalo yang mengisi kuesioner ini adalah responden dengan Pendidikan terakhir 

SMA. 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha Didirikan 

Tabel 4.5 

Persentase Lama Usaha Responden 

 

Lama Usaha Jumlah Persentase 

< 2 tahun 57 32% 

2 tahun – 4 tahun 64 36% 

4 tahun – 6 tahun 30 17% 

6 tahun – 8 tahun 9 5% 

> 8 tahun 20 11% 

Total 180 100% 

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 

 

Dari karakteristik responden berdasarkan lama usaha yang didirikan pada tabel 

4.5, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbanyak adalah responden 

dengan lama usaha sekitar 2 tahun – 4 tahun yaitu sebanyak 64 usaha atau dalam 

bentuk persentase sebesar 36%. Sedangkan untuk lama usaha < 2 tahun yaitu sebanyak 

57 usaha atau dalam bentuk persentase sebesar 32%, untuk lama usaha sekitar 4 tahun 
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– 6 tahun yaitu sebanyak 30 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 17%, untuk 

lama usaha sekitar 6 tahun – 8 tahun yaitu sebanyak 9 orang atau dalam bentuk 

persentase sebesar 5%, dan untuk responden dengan lama usaha > 8 tahun yaitu 

sebanyak 20 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 11%. Maka dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

(UMKM) yang ada di kota Gorontalo yang mengisi kuesioner ini adalah responden 

dengan lama usaha didirikan sekitar 2 tahun – 4 tahun. 

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Perbulan 

Tabel 4.6 

Persentase Omzet Perbulan Responden 

 

Omzet/Bulan Jumlah  Persentase 

< Rp.2.000.000 31 17% 

Rp.2.000.0000 – Rp. 5.000.000 52 29% 

Rp.5.000.000 – Rp. 10.000.000 34 19% 

Rp.10.000.000 – Rp.15.000.000 30 17% 

Rp. 15.000.000 – Rp. 20.000.000 18 10% 

> Rp.20.000.000 15 8% 

Total 180 100% 

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 



71 
 

Dari data karakteristik responden berdasarkan omzet perbulan pada tabel 4.6, 

maka dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah responden dengan omzet 

perbulan sebesar Rp.2.000.0000 – Rp. 5.000.000 sebanyak 52 orang atau dalam bentuk 

persentase sebesar 29%. Sedangkan responden dengan omzet perbulan sebesar < 

Rp.2.000.000 sebanyak 31 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 17%, untuk 

responden dengan omzet perbulan sebesar Rp.5.000.000 – Rp. 10.000.000 sebanyak 

34 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 19%, untuk responden dengan omzet 

perbulan sebesar Rp.10.000.000 – Rp.15.000.000 sebanyak 30 orang atau dalam 

bentuk persentase sebesar 17%, untuk responden dengan omzet perbulan sebesar 

Rp.15.000.000 – Rp.20.000.000 sebanyak 18 orang atau dalam bentuk persentase 

sebesar 10% dan untuk responden dengan omzet perbulan sebesar > Rp.20.000.000 

sebanyak 15 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 8%. Maka dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada 

di kota Gorontalo yang mengisi kuesioner ini adalah responden dengan omzet 

perbulan sekitar Rp.2.000.0000 – Rp. 5.000.000. 

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan dalam Usaha 

Tabel 4.7 

Persentase Jabatan Usaha Responden 

 

Jabatan Jumlah Persentase 

Pemilik / Manajer 71 39% 
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Karyawan 109 61% 

Total 180 100% 

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 

Dari data karakteristik responden berdasarkan jabatan dalam usaha pada tabel 

4.7 di atas, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang menjabat sebagai 

karyawan yaitu sebanyak 109 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 61%. 

Sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang menjabat sebagai 

pemilik/manajer yaitu sebanyak 71 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 39%. 

Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) yang ada di kota Gorontalo yang mengisi kuesioner ini adalah 

responden yang menjabat sebagai karyawan. 

7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Karyawan 

Tabel 4.8 

Persentase Jumlah Karyawan Responden 

 

Jumlah Karyawan Jumlah Persentase 

≤ 3 Orang 111 62% 

4 Orang – 6 Orang 51 28% 

7 Orang – 9 Orang 12 7% 

> 9 Orang 6 3% 
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Total 180 100% 

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 

Dari karakteristik responden berdasarkan jumlah karyawan pada tabel 4.8, 

maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden terbanyak adalah responden dengan 

jumlah karyawan sebanyak ≤ 3 Orang yaitu sebanyak 111 usaha atau dalam bentuk 

persentase sebesar 62%. Sedangkan untuk jumlah karyawan sebanyak 4 orang – 6 

orang yaitu sebanyak 51 usaha atau dalam bentuk persentase sebesar 28%, untuk 

jumlah karyawan sebanyak 7 orang – 9 orang yaitu sebanyak 12 orang atau dalam 

bentuk persentase sebesar 7% dan untuk jumlah karyawan sebanyak > 9 orang yaitu 

sebanyak 6 orang atau dalam bentuk persentase sebesar 3%. Maka dapat disimpulkan 

bahwa sebagian besar pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada 

di kota Gorontalo yang mengisi kuesioner ini adalah responden dengan jumlah 

karyawan sebanyak ≤ 3 Orang. 

 

4.3 STATISTIK RESPONDEN 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan keadaan 

variabel-variabel dalam penelitian secara statistik. Penelitian ini menggunakan nilai 

maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan standar deviasi untuk menggambarkan 

deskripsi statistik tiap variabel.  
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Tabel 4.9 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 

 N Min Max Mean Std. Deviation 

Kepatuhan Pajak Wajib Pajak 

UMKM (Y) 

180 1 4 3.08 0.67 

Perubahan Tarif Pajak (X1) 180 1 4 3.04 0.68 

Modernisasi Sistem Pajak (X2) 180 1 4 3.16 0.67 

Pemahaman Pajak (X3) 180 1 4 3.02 0.73 

Pemanfaatan Insentif Pajak (X4) 180 1 4 2.79 0.72 

Kondisi Keuangan (X5) 180 1 4 2.94 0.72 

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 

Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan deskripsi 

masing-masing variabel sebagai berikut: 

1. Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM (Y) memiliki nilai minimum 

sebesar 1 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan 

penilaian terendah jawaban atas kepatuhan pajak wajib pajak UMKM 

adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya adalah sebesar 4 yang berarti bahwa 

dari seluruh responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas 

kepatuhan pajak wajib pajak UMKM adalah sebesar 4. Nilai rata-rata 

kepatuhan pajak wajib pajak UMKM adalah sebesar 3.08 artinya bahwa 
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dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas kepatuhan pajak 

wajib pajak UMKM, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 

3.08. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.67 memiliki arti bahwa ukuran 

penyebaran data dari variabel kepatuhan pajak wajib pajak UMKM adalah 

sebesar 0.67 dari total 180 responden. 

2. Perubahan Tarif Pajak (X1) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti 

bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah 

jawaban atas perubahan tarif pajak adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya 

adalah sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang 

memberikan penilaian tertinggi jawaban atas perubahan tarif pajak adalah 

sebesar 4. Nilai rata-rata perubahan tarif pajak adalah sebesar 3.04 artinya 

bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas perubahan 

tarif pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3.04. 

Sedangkan standar deviasi sebesar 0.68 memiliki arti bahwa ukuran 

penyebaran data dari variabel perubahan tarif pajak adalah sebesar 0.68 

dari total 180 responden. 

3. Modernisasi Sistem Perpajakan (X2) memiliki nilai minimum sebesar 1 

yang berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian 

terendah jawaban atas modernisasi sistem perpajakan adalah sebesar 1. 

Nilai maksimumnya adalah sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh 

responden yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas modernisasi 
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sistem perpajakan adalah sebesar 4. Nilai rata-rata modernisasi sistem 

perpajakan adalah sebesar 3.16 artinya bahwa dari seluruh responden yang 

memberikan jawaban atas modernisasi sistem perpajakan, rata-rata 

responden memberikan penilaian sebesar 3.16. Sedangkan standar deviasi 

sebesar 0.67 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel 

modernisasi sistem perpajakan adalah sebesar 0.67 dari total 180 

responden. 

4. Pemahaman Pajak (X3) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti 

bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah 

jawaban atas pemahaman pajak adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya 

adalah sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang 

memberikan penilaian tertinggi jawaban atas pemahaman pajak adalah 

sebesar 4. Nilai rata-rata pemahaman pajak adalah sebesar 3.02 artinya 

bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas pemahaman 

pajak, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 3.02. Sedangkan 

standar deviasi sebesar 0.73 memiliki arti bahwa ukuran penyebaran data 

dari variabel pemahaman pajak adalah sebesar 0.73 dari total 180 

responden. 

5. Pemanfaatan Insentif Pajak (X4) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang 

berarti bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah 

jawaban atas pemanfaatan insentif pajak adalah sebesar 1. Nilai 
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maksimumnya adalah sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden 

yang memberikan penilaian tertinggi jawaban atas pemanfaatan insentif 

pajak adalah sebesar 4. Nilai rata-rata pemanfaatan insentif pajak adalah 

sebesar 2.79 artinya bahwa dari seluruh responden yang memberikan 

jawaban atas pemanfaatan insentif pajak, rata-rata responden memberikan 

penilaian sebesar 2.79. Sedangkan standar deviasi sebesar 0.72 memiliki 

arti bahwa ukuran penyebaran data dari variabel pemanfaatan insentif 

pajak adalah sebesar 0.72 dari total 180 responden. 

6. Kondisi Keuangan (X5) memiliki nilai minimum sebesar 1 yang berarti 

bahwa dari seluruh responden yang memberikan penilaian terendah 

jawaban atas kondisi keuangan adalah sebesar 1. Nilai maksimumnya 

adalah sebesar 4 yang berarti bahwa dari seluruh responden yang 

memberikan penilaian tertinggi jawaban atas kondisi keuangan adalah 

sebesar 4. Nilai rata-rata kondisi keuangan adalah sebesar 2.94 artinya 

bahwa dari seluruh responden yang memberikan jawaban atas kondisi 

keuangan, rata-rata responden memberikan penilaian sebesar 2.94. 

Sedangkan standar deviasi sebesar 0.72 memiliki arti bahwa ukuran 

penyebaran data dari variabel kondisi keuangan adalah sebesar 0.72 dari 

total 180 responden. 
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4.4 UJI VALIDITAS 

Pada penelitian ini uji validitas digunakan untuk mengetahui valid tidaknya 

kuesioner yang dibagikan kepada responden. Pengujian validitas dengan 

menggunakan validitas konvergensi (convergency validity) dan validitas diskriminan 

(discriminant validity). 

1. Validitas konvergensi (convergency validity)  

Validitas konvergen menunjukkan sejauh mana indikator untuk variabel 

mewakili dan mengukur variabel, serta dapat memenuhi syarat untuk 

berkorelasi secara positif dengan ukuran lain dari variabel yang sama. 

Indikator dikatakan reliabel apabila nilai korelasi melebihi 0,70 (Hair et al, 

2014) dalam (Alshira’h & Abdul-Jabbar, 2020). Namun untuk tahap awal 

penelitian, pengembangan skala nilai loading 0,50 sampai 0,60 dianggap 

cukup memenuhi syarat convergent validity (Ghozali, 2014) dalam 

(Muhamad et al., 2019). Output korelasi antara indikator dengan 

konstruknya menggunakan software SmartPLS 3.2.9 seperti pada tabel 

4.10 dan 4.11.  

Tabel 4.10 

Nilai Outer Loading Iterasi Pertama 

 

KK KK-MSP KK-PIP KK-PP KK-PTP MSP PIP PP PTP Y

KK1 0.749

KK2 0.867

KK3 0.892

KK4 0.369  
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KK5 0.717

MSP * KK 1.173

MSP1 0.736

MSP2 0.547

MSP3 0.712

MSP4 0.818

MSP5 0.806

PIP * KK 1.048

PIP1 0.781

PIP2 0.692

PIP3 0.774

PIP4 0.891

PIP5 0.669

PP * KK 1.136

PP1 0.625

PP2 0.411

PP3 0.930

PP4 0.667

PP5 0.552

PTP * KK 1.079

PTP1 0.820

PTP2 0.884

PTP3 0.881

PTP4 0.841

PTP5 0.477

Y1 0.845

Y2 0.847

Y3 0.848

Y4 0.760

Y5 0.611

 
 

Sumber : Hasil penelitian, 2020; Keterangan : KK = Kondisi Keuangan, MSP = 

Modernisasi Sistem Perpajakan, PIP = Pemanfaatan Insentif Pajak, PP = 

Pemahaman Pajak , PTP = Perubahan Tarif Pajak, Y = Kepatuhan Pajak WP 

UMKM 
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Dari hasil pengolahan data menggunakan software SmartPLS yang 

ditunjukkan pada tabel 4.10, mayoritas indikator pada masing-masing variabel dalam 

penelitian ini sudah memiliki loading factor yang lebih besar dari 0,50 dan dikatakan 

valid. Selain itu ada 3 indikator yang memiliki nilai loading factor yang kurang dari 

0,50 yaitu pada variabel perubahan tarif pajak terdapat 1 indikator yaitu PTP5 yang 

menunjukkan nilai 0,369, kemudian pada variabel pemahaman pajak terdapat 1 

indikator yaitu PP2 yang menunjukkan nilai 0,411 dan yang terakhir pada variabel 

kondisi keuangan terdapat 1 indikator yaitu KK4 yang menunjukkan nilai 0,477. Hal 

ini menunjukkan bahwa indikator variabel yang memiliki nilai outer factor yang lebih 

besar dari 0,50 memiliki tingkat validitas yang tinggi. Sedangkan indikator variabel 

yang memiliki nilai outer loading lebih kecil dari 0,50 memiliki tingkat validitas yang 

rendah, sehingga indikator variabel tersebut perlu dieliminasi atau dihapus dari model. 

Nilai outer loading setelah indikator PTP5, PP2 dan KK4 dieliminasi ditunjukkan pada 

tabel 4.11. 

Tabel 4.11 

Nilai Outer Loading Iterasi Kedua 

 

KK KK-MSP KK-PIP KK-PP KK-PTP MSP PIP PP PTP Y

KK1 0.818

KK2 0.883

KK3 0.919

KK5 0.660

MSP * KK 1.213

MSP1 0.736

MSP2 0.547

MSP3 0.711

MSP4 0.818

MSP5 0.807  
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PIP * KK 1.023

PIP1 0.781

PIP2 0.693

PIP3 0.773

PIP4 0.892

PIP5 0.667

PP * KK 1.230

PP1 0.717

PP3 0.919

PP4 0.679

PP5 0.619

PTP * KK 1.078

PTP1 0.818

PTP2 0.885

PTP3 0.886

PTP4 0.843

Y1 0.850

Y2 0.853

Y3 0.851

Y4 0.753

Y5 0.599  

Sumber : Hasil penelitian, 2020; Keterangan : KK = Kondisi Keuangan, MSP = 

Modernisasi Sistem Perpajakan, PIP = Pemanfaatan Insentif Pajak, PP = 

Pemahaman Pajak , PTP = Perubahan Tarif Pajak, Y = Kepatuhan Pajak WP 

UMKM 

 

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan nilai outer 

loading untuk indikator KK1, KK3, MP5, PIP2, PIP4, PP1, PP3 Y1, Y3 dan Y5 setelah 

indikator PTP5, PP2 dan KK4 dieliminasi dan dilakukan perhitungan Kembali. 

2. Validitas diskriminan (discriminant validity) 

Validitas diskriminan menunjukkan bahwa variabel manifes konstruk yang 

berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. Pengujian validitas 

diskriminan dilakukan dengan melihat nilai cross loading dengan 
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menunjukkan bahwa setiap variabel harus lebih besar dari 0,70. Validitas 

diskriminan dari kontrak laten dibuat dengan membandingkan kuadrat 

AVE dan koefisien korelasi antar variabel (Hair et al, 2014) dalam 

(Alshira’h & Abdul-Jabbar, 2020). Hasil pengujian validitas diskriminan 

seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.12. Data yang disajikan dikatakan 

valid apabila mempunyai loading factor tertinggi pada konstruk yang 

dituju dibandingkan dengan loading factor pada konstruk lain. Metode 

yang digunakan untuk menilai discriminant validity selain 

membandingkan loading factor, juga bisa dengan membandingkan nilai 

AVE, direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari 0,50 (Muhamad 

et al., 2019). Pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa loading factor pada 

indikator MSP (MSP satu sampai dengan lima) mempunyai loading factor 

kepada konstruk MSP lebih tinggi dari pada konstruk yang lain. Dengan 

hal ini, maka kontrak laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih 

baik dibandingkan dengan indikator blok yang lain. Hal serupa juga 

tampak pada indikator-indikator yang lain. Dengan demikian, kontrak laten 

memprediksi pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator 

di blok lain. 
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Tabel 4.12 

Nilai Cross Loading 

 

KK KK-MSP KK-PIP KK-PP KK-PTP MSP PIP PP PTP Y

KK1 0.818 -0.087 -0.197 -0.119 -0.180 0.186 0.166 0.181 0.259 0.170

KK2 0.883 -0.099 -0.128 -0.085 -0.151 0.201 0.116 0.160 0.203 0.218

KK3 0.919 -0.183 -0.239 -0.140 -0.207 0.194 0.202 0.221 0.288 0.245

KK5 0.660 -0.062 -0.086 0.008 0.006 0.082 0.066 0.121 0.158 0.153

MSP * KK -0.138 1.000 0.329 0.305 0.175 -0.318 -0.144 -0.163 -0.103 -0.173

MSP1 0.142 -0.174 -0.171 -0.173 -0.115 0.736 0.055 0.103 0.060 0.135

MSP2 0.082 -0.030 -0.093 -0.105 -0.101 0.547 0.070 0.124 -0.048 0.031

MSP3 0.153 -0.180 -0.083 -0.066 -0.024 0.711 0.110 0.179 0.008 0.171

MSP4 0.149 -0.272 -0.126 -0.100 -0.092 0.818 -0.052 0.117 0.028 0.166

MSP5 0.186 -0.342 -0.150 -0.156 -0.117 0.807 0.191 0.048 0.168 0.216

PIP * KK -0.202 0.329 1.000 0.321 0.586 -0.171 0.005 -0.020 -0.138 -0.009

PIP1 0.170 -0.088 -0.018 -0.059 -0.125 0.065 0.781 0.147 0.296 0.175

PIP2 0.178 -0.085 0.072 0.016 -0.082 0.035 0.693 0.153 0.195 0.191

PIP3 0.063 -0.147 -0.011 -0.025 -0.096 0.146 0.773 0.140 0.245 0.218

PIP4 0.160 -0.126 -0.027 0.024 -0.149 0.079 0.892 0.216 0.289 0.305

PIP5 0.095 -0.097 0.017 -0.038 -0.043 0.096 0.667 0.088 0.296 0.237

PP * KK -0.109 0.305 0.321 1.000 0.090 -0.161 -0.016 -0.073 -0.020 -0.078

PP1 0.132 -0.159 -0.039 -0.043 0.063 0.084 0.159 0.717 0.130 0.013

PP3 0.214 -0.092 -0.007 -0.031 -0.084 0.099 0.170 0.919 0.105 0.034

PP4 0.112 -0.108 0.123 -0.119 0.098 0.117 0.143 0.679 0.044 0.006

PP5 0.098 -0.273 -0.121 -0.155 0.038 0.233 0.140 0.619 0.096 0.008

PTP * KK -0.172 0.175 0.586 0.090 1.000 -0.116 -0.131 -0.023 -0.108 -0.079

PTP1 0.228 -0.105 -0.041 0.008 -0.029 0.084 0.270 0.125 0.818 0.187

PTP2 0.254 -0.104 -0.099 0.023 -0.070 0.036 0.263 0.102 0.885 0.186

PTP3 0.250 -0.044 -0.128 0.009 -0.089 0.058 0.310 0.098 0.886 0.196

PTP4 0.225 -0.098 -0.185 -0.088 -0.161 0.116 0.334 0.109 0.843 0.243

Y1 0.198 -0.084 0.004 -0.063 -0.097 0.168 0.239 -0.033 0.221 0.850

Y2 0.219 -0.128 -0.056 -0.020 -0.163 0.158 0.234 0.000 0.287 0.853

Y3 0.175 -0.201 -0.023 -0.111 -0.083 0.179 0.276 -0.010 0.162 0.851

Y4 0.258 -0.207 -0.047 -0.103 -0.045 0.210 0.269 0.095 0.157 0.753

Y5 0.050 -0.013 0.174 0.024 0.193 0.180 0.162 0.095 0.077 0.599  
 

Sumber : Hasil penelitian, 2020; Keterangan : KK = Kondisi Keuangan, MSP = 

Modernisasi Sistem Perpajakan, PIP = Pemanfaatan Insentif Pajak, PP = 

Pemahaman Pajak , PTP = Perubahan Tarif Pajak, Y = Kepatuhan Pajak WP 

UMKM 
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4.5 UJI RELIABILITAS 

Uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan untuk menunjukkan sejauh 

mana alat ukur tersebut dapat diandalkan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

nilai composite reliability. Suatu kuesioner yang dibagikan kepada responden 

dikatakan reliabel apabila memiliki cronbach alpha dan composite reliability melebihi 

0,70 (Hair et al, 2014) dalam (Alshira’h & Abdul-Jabbar, 2020). 

Tabel 4.13 

Nilai Composite Reliability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.13, di 

mana hasil menunjukkan bahwa nilai composite reliability untuk semua variabel 

berada di atas 0,70 dengan nilai terendah sebesar 0,82741 yang ditunjukkan pada 

variabel Pemahaman Pajak. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

dalam penelitian ini adalah reliabel atau memenuhi uji reliabilitas. 

 

 

Composite Reliability

KK 0.89440

KK-MSP 1.00000

KK-PIP 1.00000

KK-PP 1.00000

KK-PTP 1.00000

MSP 0.84874

PIP 0.87489

PP 0.82741

PTP 0.91805

Y 0.88932
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4.6 EVALUASI OUTER MODEL KONSTRUK FORMATIF 

Konstruk dengan indikator formatif mendefinisikan dan menjelaskan 

karakteristik domain tiap-tiap indikatornya. Arah indikatornya yaitu dari indikator ke 

konstruk, kesalahan pengukuran ditunjukkan pada konstruk bukan pada indikatornya 

sehingga pengujian validitas dan reliabilitas konstruk tidak diperlukan. Nilai 

signifikan yang digunakan adalah 0,1459 (significance level = 5%). 

Gambar 4.1 

Model Penelitian dan Indikator 
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Analisis yang dapat dilakukan untuk result for outer weight berdasarkan data 

di atas adalah sebagai berikut: 

1. Indikator PTP1, PTP2, PTP3, dan PTP4 berpengaruh positif dan signifikan 

dalam membentuk variabel perubahan tarif pajak. Hal ini berdasarkan 

original sample estimate yang bernilai positif dan besar t-statistik > t-

hitung 0,1459. 

2. Indikator MSP1, MSP2, MSP3, MSP4 dan MSP5 berpengaruh positif dan 

signifikan dalam membentuk variabel modernisasi sistem perpajakan. Hal 

ini berdasarkan original sample estimate yang bernilai positif dan besar t-

statistik > t-hitung 0,1459. 

3. Indikator PP1, PP3, PP4 dan PP5 berpengaruh positif dan signifikan dalam 

membentuk variabel pemahaman pajak. Hal ini berdasarkan original 

sample estimate yang bernilai positif dan besar t-statistik > t-hitung 0,1459. 

4. Indikator PIP1, PIP2, PIP3, PIP4 dan PIP5 berpengaruh positif dan 

signifikan dalam membentuk variabel pemanfaatan insentif pajak. Hal ini 

berdasarkan original sample estimate yang bernilai positif dan besar t-

statistik > t-hitung 0,1459. 

5. Indikator KK1, KK2, KK3 dan KK4 berpengaruh positif dan signifikan 

dalam membentuk variabel kondisi keuangan. Hal ini berdasarkan original 

sample estimate yang bernilai positif dan besar t-statistik > t-hitung 0,1459. 
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6. Indikator Y1, Y2, Y3, Y4 dan Y5 berpengaruh positif dan signifikan dalam 

membentuk variabel kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Hal ini 

berdasarkan original sample estimate yang bernilai positif dan besar t-

statistik > t-hitung 0,1459. 

 

4.7 EVALUASI INNER MODEL 

Pengujian yang dilakukan pada tahap selanjutnya melalui evaluasi inner model 

dalam PLS (partial least square). Inner model adalah model yang digunakan untuk 

mengevaluasi signifikansi dari hubungan yang dihipotesiskan (Alshira’h & Abdul-

Jabbar, 2020).  

Tabel 4.14 

Nilai R-Squares 

 

R Square R Square Adjusted

Y 0.189 0.146  
 

 

Data yang tercantum pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai R-Squares 

untuk variabel kepatuhan pajak wajib pajak UMKM (Y) sebesar 0.146 yang termasuk 

dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk kepatuhan pajak wajib 

pajak UMKM dapat dijelaskan 14,60%, melalui konstruk perubahan tarif pajak, 

modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak dan pemanfaatan insentif pajak. 

Sedangkan sisanya 85,40% melalui variabel lain diluar model. 
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4.8 HASIL UJI HIPOTESIS 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda menggunakan software 

SmartPLS 3.2.9 dalam melakukan pengujian hipotesis. Hipotesis-hipotesis dalam 

penelitian ini diuji dengan melihat result of inner weight. Apabila nilai koefisien 

original sampel estimate positif maka terdapat hubungan positif begitu pula 

sebaliknya. Peneliti menggunakan perbandingan nilai T-statistik dengan nilai T-tabel.  

Tabel 4.15 

Result of Inner Weight 

 

No. Keterangan

Original 

Sample 

(O)

Sample 

Mean (M)

Standard 

Deviation 

(STDEV)

T Statistics 

(|O/STDEV|)
P Values

1 KK -> Y 0.163 0.162 0.073 2.224 0.027

2 KK-MSP -> Y -0.082 -0.078 0.067 1.237 0.216

3 KK-PIP -> Y 0.144 0.124 0.115 1.256 0.210

4 KK-PP -> Y -0.040 -0.014 0.080 0.501 0.616

5 KK-PTP -> Y -0.055 -0.032 0.077 0.719 0.472

6 MSP -> Y 0.149 0.157 0.071 2.105 0.036

7 PIP -> Y 0.214 0.212 0.084 2.541 0.011

8 PP -> Y -0.103 -0.071 0.123 0.837 0.403

9 PTP -> Y 0.123 0.120 0.081 1.510 0.132  
 

 

4.8.1 H1 : Perubahan Tarif Pajak pada Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 

Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM  

Hasil dari pengujian hipotesis pertama yaitu perubahan tarif pajak pada 

penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib 

pajak UMKM secara tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik 

sebesar 1.510 yang lebih besar dari T-tabel yaitu sebesar 0,1459. Nilai probabilitas 
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yang dihasilkan sebesar 0.132 lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditentukan 

yaitu 0,05 yang berarti perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Selain 

itu, nilai original sample of estimate adalah positif yaitu 0,123. Hasil ini dapat dilihat 

pada tabel 4.15 nomor 9 , dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 

keduanya adalah searah, artinya semakin adil tarif pajak yang diberikan oleh 

pemerintah maka tingkat kepatuhan pajak tidak akan terpengaruh signifikan meskipun 

arahnya positif. Dengan demikian, menyatakan hipotesis pertama (H1) tidak didukung 

oleh data, yaitu perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tidak 

berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 

Teori atribusi gagal menjelaskan hubungan antara perubahan tarif pajak 

dengan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Temuan dalam penelitian ini 

menunjukan bahwa semakin adil tarif pajak yang diberikan maka tingkat kepatuhan 

pajak tidak akan terpengaruh signifikan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayuba et al. 

(2016) dan Sebhat & Assfaw (2019) yang menyatakan bahwa perubahan tarif pajak 

pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak 

wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan penurunan tarif pajak sebesar 0,5% pada 

penerapan PP No. 23 Tahun 2018 belum dirasakan secara langsung oleh wajib pajak 

sehingga tidak mendorong kepatuhan wajib pajak secara signifikan. 
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4.8.2 H2 : Modernisasi Sistem Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap 

Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM 

 

Hasil dari pengujian hipotesis kedua yaitu modernisasi sistem perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara signifikan. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 2.105 yang lebih besar dari T-tabel 

yaitu sebesar 0,1459. Nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.036 lebih kecil dari 

nilai signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang berarti modernisasi sistem 

perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 

Selain itu, nilai original sample of estimate adalah positif yaitu 0.149. Hasil ini dapat 

dilihat pada tabel 4.15 nomor 6, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara keduanya adalah searah, artinya semakin tinggi modernisasi sistem perpajakan 

yang diberikan oleh kantor pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan pajak wajib 

pajak UMKM dalam membayar pajak. Dengan demikian, menyatakan hipotesis kedua 

(H2) didukung oleh data, yaitu modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 

Teori atribusi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan modernisasi 

sistem perpajakan dengan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Menurut teori atribusi 

modernisasi sistem perpajakan merupakan penyebab eksternal yang dapat 

memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Modernisasi sistem 

perpajakan yang semakin baik dapat meningkatkan motivasi dalam diri wajib pajak 

untuk mau membayar pajak. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alshir’ah et 

al. (2016), Night & Bananuka (2019) dan (Yunika Antari & Supadmi, 2019) yang 

menyatakan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa 

modernisasi sistem perpajakan yang semakin baik turut mendorong kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak. 

4.8.3 H3 : Pemahaman Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak 

Wajib Pajak UMKM 

 

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga yaitu pemahaman pajak berpengaruh 

negatif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dan tidak terbukti secara 

signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 0.837 yang lebih besar 

dari T-tabel yaitu sebesar 0,1459. Nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.403 

lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang berarti 

pemahaman pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak 

UMKM. Selain itu, nilai original sample of estimate adalah negatif yaitu -0,103. Hasil 

ini dapat dilihat pada tabel 4.15 nomor 8, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara keduanya adalah tidak searah, artinya semakin tinggi pemahaman 

wajib pajak tentang peraturan dan tata cara perpajakan maka tingkat kepatuhan pajak 

tidak akan terpengaruh signifikan meskipun menujukan arah negatif. Dengan 

demikian, menyatakan hipotesis ketiga (H3) tidak didukung oleh data, di mana 

pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 
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Teori atribusi gagal menjelaskan hubungan antara pemahaman pajak dengan 

kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Temuan dalam penelitian ini menunjukan 

bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan maka tingkat 

kepatuhan pajak wajib pajak tidak akan terpengaruh signifikan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini & 

Sumaryanto (2019) dan Arisandy (2017) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak 

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan 

masih banyak wajib pajak yang belum paham secara terperinci mengenai segala 

peraturan dan ketentuan perpajakan yang ada.   

4.8.4 H4 : Pemanfaatan Insentif Pajak Berpengaruh Positif terhadap 

Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM 

 

Hasil dari pengujian hipotesis keempat yaitu pemanfaatan insentif pajak 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara signifikan. 

Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 2.541 yang lebih besar dari T-tabel 

yaitu sebesar 0,1459. Nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.011 lebih besar dari 

nilai signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang berarti pemanfaatan insentif 

pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Selain 

itu, nilai original sample of estimate adalah positif yaitu 0,214. Hasil ini dapat dilihat 

pada tabel 4.15 nomor 7, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 

keduanya adalah searah, artinya semakin tinggi insentif yang diberikan oleh 
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pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM maka akan semakin tinggi 

kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Dengan demikian, 

menyatakan hipotesis keempat (H4) didukung oleh data, yaitu pemanfaatan insentif 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 

Teori atribusi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan pemanfaatan 

insentif pajak dengan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Menurut teori atribusi 

pemanfaatan insentif pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat memengaruhi 

persepsi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latief et al. 

(2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan insentif pajak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM secara signifikan. Hal ini menunjukkan 

bahwa jika insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat memberikan motivasi dan 

kesadaran bernegara dari wajib pajak terhadap kepatuhannya dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan. 

4.8.5 H5 : Kondisi Keuangan Berpengaruh Positif terhadap Perubahan Tarif 

Pajak pada Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan Kepatuhan Pajak 

Wajib Pajak UMKM 

Hasil dari pengujian hipotesis kelima yaitu kondisi keuangan berpengaruh 

negatif terhadap hubungan perubahan tarif pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak 

UMKM secara tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 

0.719 yang lebih besar dari T-tabel yaitu sebesar 0,1459. Nilai probabilitas yang 

dihasilkan sebesar 0.472 lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditentukan yaitu 
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0,05 yang berarti kondisi keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

hubungan perubahan tarif pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Selain itu, 

nilai original sample of estimate adalah negatif yaitu -0,055. Hasil ini dapat dilihat 

pada tabel 4.15 nomor 5, dari hasil tersebut yang dapat disimpulkan bahwa semakin 

baik tingkat kondisi keuangan tidak dapat diukur secara tepat sehingga cenderung 

memperlemah hubungan perubahan tarif pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak 

UMKM. Hal ini dikarenakan tingkat kondisi keuangan tidak dapat diukur secara tepat 

sehingga menyebabkan penurunan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Dengan 

demikian, menyatakan hipotesis kelima (H5) tidak didukung oleh data, di mana 

kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap hubungan perubahan tarif pajak pada 

penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 

Teori atribusi dan teori kepatuhan (compliance theory) gagal menjelaskan 

pengaruh kondisi keuangan terhadap hubungan perubahan tarif pajak pada penerapan 

PP No. 23 Tahun 2018 dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Temuan dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap hubungan perubahan tarif pajak pada penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan 

kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 

4.8.6 H6 : Kondisi Keuangan Berpengaruh Positif terhadap Modernisasi 

Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM 

 

Hasil dari pengujian hipotesis keenam yaitu kondisi keuangan berpengaruh 

negatif terhadap hubungan modernisasi sistem perpajakan dan kepatuhan pajak wajib 
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pajak UMKM secara tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik 

sebesar 1.237 yang lebih besar dari T-tabel yaitu sebesar 0,1459. Nilai probabilitas 

yang dihasilkan sebesar 0.216 lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditentukan 

yaitu 0,05 yang berarti kondisi keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

hubungan modernisasi sistem perpajakan dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 

Selain itu, nilai original sample of estimate adalah negatif yaitu -0,082. Hasil ini dapat 

dilihat pada tabel 4.15 nomor 2, dari hasil tersebut yang dapat disimpulkan bahwa 

semakin baik tingkat kondisi keuangan tidak dapat diukur secara tepat sehingga 

cenderung memperlemah hubungan modernisasi sistem perpajakan dan kepatuhan 

pajak wajib pajak UMKM. Hal ini dikarenakan tingkat kondisi keuangan tidak dapat 

diukur secara tepat sehingga menyebabkan penurunan kepatuhan pajak wajib pajak 

UMKM. Dengan demikian, menyatakan hipotesis keenam (H6) tidak didukung oleh 

data, di mana kondisi keuangan tidak berpengaruh terhadap hubungan modernisasi 

sistem perpajakan dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 

Teori atribusi dan teori kepatuhan (compliance theory) gagal menjelaskan 

pengaruh kondisi keuangan terhadap hubungan modernisasi sistem perpajakan dan 

kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Temuan dalam penelitian ini menunjukan 

bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan modernisasi 

sistem perpajakan dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 
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4.8.7 H7 : Kondisi Keuangan Berpengaruh Positif terhadap Pemahaman Pajak 

dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM 

 

Hasil dari pengujian hipotesis ketujuh yaitu kondisi keuangan berpengaruh 

negatif terhadap hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak 

UMKM secara tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 

0.501 yang lebih besar dari T-tabel yaitu sebesar 0,1459. Nilai probabilitas yang 

dihasilkan sebesar 0.616 lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditentukan yaitu 

0,05 yang berarti kondisi keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Selain itu, nilai 

original sample of estimate adalah negatif yaitu -0,040. Hasil ini dapat dilihat pada 

tabel 4.15 nomor 4, dari hasil tersebut yang dapat disimpulkan bahwa semakin baik 

tingkat kondisi keuangan tidak dapat diukur secara tepat sehingga cenderung 

memperlemah hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 

Hal ini dikarenakan tingkat kondisi keuangan tidak dapat diukur secara tepat sehingga 

menyebabkan penurunan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Dengan demikian, 

menyatakan hipotesis ketujuh (H7) tidak didukung oleh data, di mana kondisi 

keuangan tidak berpengaruh terhadap hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan 

pajak wajib pajak UMKM. 

Teori atribusi dan teori kepatuhan (compliance theory) gagal menjelaskan 

pengaruh kondisi keuangan terhadap hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan 

pajak wajib pajak UMKM. Temuan dalam penelitian ini menunjukan bahwa kondisi 



97 
 

keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan pemahaman pajak dan 

kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 

4.8.8 H8 : Kondisi Keuangan Berpengaruh Positif terhadap Pemanfaatan 

Insentif Pajak dan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak UMKM 

 

Hasil dari pengujian hipotesis kedelapan yaitu kondisi keuangan berpengaruh 

positif terhadap hubungan pemahaman pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM 

secara tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 1.256 yang 

lebih besar dari T-tabel yaitu sebesar 0,1459. Nilai probabilitas yang dihasilkan 

sebesar 0.210 lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05 yang 

berarti kondisi keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan 

pemanfaatan insentif pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Selain itu, nilai 

original sample of estimate adalah positif yaitu 0,144. Hasil ini dapat dilihat pada tabel 

4.15 nomor 3, dari hasil tersebut yang dapat disimpulkan adalah dengan pemanfaatan 

insentif pajak yang tinggi, maka kondisi keuangan UMKM akan ikut tinggi karena 

terbantu dengan pemanfaatan insentif pajak. Dengan demikian, menyatakan hipotesis 

kedelapan (H8) tidak didukung oleh data, di mana kondisi keuangan tidak berpengaruh 

terhadap hubungan pemanfaatan insentif pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak 

UMKM. 

Teori atribusi dan teori kepatuhan (compliance theory) gagal menjelaskan 

pengaruh kondisi keuangan terhadap hubungan pemanfaatan insentif pajak dan 

kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. Temuan dalam penelitian ini menunjukan 
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bahwa kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan 

pemanfaatan insentif pajak dan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya hasil yang tidak konsisten antara 

penelitian-penelitian sebelumnya dan atas dasar saran dari penelitian sebelumnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan tarif pajak, 

modernisasi sistem perpajakan, pemahaman pajak, dan pemanfaatan insentif pajak 

terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dengan kondisi keuangan sebagai 

variabel moderasi di Kota Gorontalo. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah 

dilakukan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama tidak terbukti, yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak. 

Hal ini dikarenakan semakin besar perubahan yang terjadi pada tarif pajak 

tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak wajib pajak 

UMKM. 

2. Hipotesis kedua terbukti, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 

3. Hipotesis ketiga tidak terbukti, yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak. 

Hal ini dikarenakan semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang 

peraturan dan tata cara perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan 

pajak wajib pajak UMKM. 

4. Hipotesis keempat terbukti, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. 
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5. Hipotesis kelima tidak terbukti, yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak. 

Hal ini dikarenakan semakin baik tingkat kondisi keuangan yang 

dihasilkan cenderung memperlemah hubungan perubahan tarif pajak dalam 

meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 

6. Hipotesis keenam tidak terbukti, yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak. 

Hal ini dikarenakan semakin baik kondisi keuangan tidak dapat secara 

signifikan memengaruhi modernisasi sistem pajak dalam meningkatkan 

kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 

7. Hipotesis ketujuh tidak terbukti, yang berarti Ho diterima dan Ha ditolak. 

Hal ini dikarenakan tingkat kondisi keuangan tidak dapat diukur secara 

tepat sehingga cenderung memperlemah hubungan pemahaman pajak dan 

kepatuhan pajak wajib pajak UMKM. 

8. Hipotesis kedelapan tidak terbukti, yang berarti Ho diterima dan Ha 

ditolak. Hal ini dikarenakan semakin tingkat kondisi keuanga tidak dapat 

secara signifikan memengaruhi pemanfaatan insentif pajak dalam 

meningkatkan kepatuhan pajak. 

 

5.2 IMPLIKASI PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa 

hal yang bisa dipertimbangkan bagi pihak terkait, antara lain: 
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1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan pemerintah lebih mempertimbangkan lagi tarif 

pajak untuk UMKM. Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi dan 

memperbaiki sistem dan juga pelaksanaan program perpajakan sesuai dengan 

peraturan dan undang-undang perpajakan dengan memperhatikan kondisi keuangan 

UMKM sehingga tidak memberatkan, hal ini dilakukan agar pengenaan pajak terhadap 

wajib pajak dengan omzet < 4,8M dapat berjalan dengan baik. Pemerintah juga 

diharapkan selalu meningkatkan pelayanan dan sistem administrasi perpajakan dengan 

menyesuaikan perkembangan saat ini agar wajib pajak merasa nyaman dalam 

pelayanannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Serta diharapkan 

pemerintah dapat mengawasi pemberian insentif pajak yang diberikan sehingga 

adanya manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak, selain itu pemerintah juga harus 

gencar dalam mensosialisasikan pemberian insentif pajak kepada wajib pajak UMKM. 

2. Bagi Pelaku UMKM 

Hasil penelitian ini diharapkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM) untuk lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya dalam 

membayar pajak dengan baik dan benar. Selain itu wajib pajak usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM) diharapkan dapat meningkatkan pemahamannya tentang 

perpajakan, hal ini guna meningkatkan penerimaan pajak negara, karena wajib pajak 

yang patuh dalam membayar pajak secara tidak langsung turut berpartisipasi dalam 

pembangunan negara demi kepentingan bersama. 
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5.3 KETERBATASAN PENELITIAN 

Beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam proses penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menggunakan sampel tanpa memperhatikan apakah pelaku 

UMKM sebagai responden sudah memiliki NPWP atau tidak. 

2. Ruang lingkup penelitian yang terbatas hanya untuk satu Kota. 

3. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, di mana jawaban dari 

responden kadang tidak sesuai dengan kenyataan dalam diri responden. 

4. Hasil nilai adjusted R square sebesar 0,146 artinya kepatuhan pajak wajib 

pajak UMKM dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar penelitian ini sebesar 

85,4%.  

5. Mayoritas responden adalah karyawan sehingga dalam proses pengambilan 

data, informasi yang diberikan responden melalui jawaban kuesioner tidak 

menunjukan keadaan sesungguhnya. 

6. Sampel belum menjaring keseluruhan populasi yaitu pelaku usaha mikro, 

kecil dan menengah, sehingga rentan terjadi bias dalam penelitian. 

 



103 
 

5.4 SARAN 

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 

memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

penelitian di masa mendatang, yaitu sebagai berikut: 

1. Diharapkan penelitian berikutnya untuk menggunakan metode wawancara 

secara langsung dengan responden untuk pengambilan data hal ini agar 

penelitian dapat memperoleh data yang mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya. 

2.  Diharapkan untuk penelitian berikutnya untuk memperluas cakupan objek 

penelitian yaitu untuk satu Provinsi. 

3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambahkan variabel 

independen yang lain di luar dari penelitian ini, seperti tax amnesty dan 

biaya kepatuhan pajak 

4. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengambil sampel 

pemilik UMKM agar pengambilan data dapat dilakukan secara tepat 

5. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengambil sampel 

yang menjaring keseluruhan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Hal 

ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitian. 
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LAMPIRAN 1 

KUESIONER PENELITIAN 
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PERTANYAAN 

 

Identitas Responden : 

Berilah tanda centang () sesuai dengan jawaban yang dipilih. 

Nama     : ……………………………………. 

Umur    : ……… Tahun 

Jenis Kelamin    : ☐ Laki-Laki 

      ☐Perempuan 

Pendidikan Terakhir   : ☐SD   ☐S1 

      ☐SMP  ☐S2 

      ☐SMA  ☐S3 

Lama Usaha Didirikan  : ☐< 2 Tahun  ☐6-8 Tahun 

      ☐2-4 Tahun  ☐ >8 Tahun 

      ☐4-6 Tahun 

Omzet Usaha/ Bulan   : ☐ < Rp.2.000.000 

       ☐ Rp.2.000.000 – Rp.5.000.000 

       ☐ Rp. 5.000.000 – Rp.10.000.000 

       ☐ Rp.10.000.000 – Rp.15.000.000 

       ☐ Rp.15.000.000 – Rp.20.000.000 

       ☐ >Rp.20.000.000 
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Jabatan dalam Usaha   :  ☐ Pemilik / Manajer  

        ☐ Karyawan 

 Jumlah Karyawan   : ☐ ≤ 3 Orang 

       ☐ 4-6 Orang 

       ☐ 7-9 Orang 

       ☐ > 9 Orang 

 

Petunjuk Pengisian :  

Bapak/Ibu/Saudara/I cukup memilih salah satu jawaban yang tersedia 

dengan cara memberi centang () pada angka-angka yang tersedia dari renatng 

skala 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga skala 4 (Sangat Setuju). 

Keterangan : 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

TS  : Tidak Setuju 

S  : Setuju 

SS  : Sangat Setuju 
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A. Kepatuhan Wajib Pajak  

No. Pernyataan STS TS S SS 

1 Saya tepat waktu membayar pajak 

 

    

2 Saya selalu mengisi SPT dengan benar 

 

    

3 Saya tepat waktu menyapaikan SPT 

 

    

4 Saya tidak pernah memiliki tunggakan 

pajak 

 

    

5 Saya tidak pernah mendapat sanksi 

administrasi 

 

    

 

B. Perubahan Tarif Pajak 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1 Saya paham dengan aturan dan undang-

undang perpajakan mengenai tarif pajak 

0,5% 

    

2 Saya paham mengenai prosedur 

pemungutan pajak UMKM dengan tarif 

pajak 0,5 % 

    

3 Saya lebih tertib membayar pajak dengan 

adanya perubahan tarif pajak pada PP No. 

23 Tahun 2018 
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4 Perhitungan pajak lebih mudah dengan 

adanya PP No. 23 Tahun 2018 

    

5 Undang-undang tentang pajak penghasilan 

dengan tarif pajak 0,5% sudah sesuai untuk 

pengusaha UMKM 

    

 

C. Modernisasi Sistem Perpajakan 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1 Pelaporan pajak melalui e-Filling dan e-SPT 

sangat efektif 

    

2 Pendaftaran NPWP melalui e-Regisration 

lebih mudah 

 

    

3 Informasi dapat diberikan dengan baik dan 

cepat sesuai kebutuhan 

    

4 Penyelesaian administrasi dan prosedur 

pelayanan lebih sederhana 

    

5 Modernisasi sistem perpajakan mendukung 

program transparansi dan keterbukaan 

    

 

 

D. Pemahaman Pajak 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1 Saya paham tentang peraturan perpajakan 

 

    

2 Saya paham tentang fungsi pajak 
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3 Saya paham tentang cara perhitungan pajak 

 

    

4 Ketidakpatuhan pajak merupakan Tindakan 

yang melanggar etika 

    

5 Pajak merupakan sumber penerimaan 

negara yang paling besar 

    

 

E. Pemanfaatan Insentif Pajak 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1 Saya mengerti cara mendapatkan insentif 

pajak PPh final 

    

2 Saya sudah mendaftar dan mengusulkan 

pemanfaatan insentif pajak UMKM 

    

3 Saya mengerti manfaat dari insentif pajak 

UMKM 

 

    

4 Saya mengerti ketentuan insentif pajak 

UMKM 

 

    

5 Pemberian insentif pajak secara umum telah 

dapat memusakan harapan wajib pajak 

UMKM 

    

 

F. Kondisi Keuangan 

No. Pernyataan STS TS S SS 

1 Saya akan membayar pajak meskipun 

pendapatan usaha rendah 
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2 Saya sanggup membayar pajak yang 

dikenakan 

 

    

3 Kerugian usaha tidak menurunkan 

kepatuhan wajib pajak 

    

4 Kondisi arus kas tahun terakhir yang baik 

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

    

5 Kondisi kas tahun terakhir yang kurang baik 

tidak menurunkan kepatuhan wajib pajak 
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LAMPIRAN 2 

KERANGKA PENELITIAN 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 
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LAMPIRAN 3 

HASIL ANALISIS DATA 

 

Tabel 4.1 

Hasil Pengumpulan Data 

 

Keterangan Jumlah Persentase 

Kuesioner yang disebar 205 100% 

Kuesioner yang tidak kembali 10 5% 

Kuesioner yang kembali 195 95% 

Kuesioner yang tidak dapat diolah 15 7% 

Kuesioner yang dapat diolah 180 88% 

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 

 

 

 

Tabel 4.2 

Persentase Umur Responden 

 

Usia Jumlah Persentase 

< 20 tahun 47 26% 

21 tahun – 30 tahun 93 52% 

31 tahun – 40 tahun 24 13% 
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41 tahun – 50 tahun 11 6% 

> 50 tahun 5 3% 

Total 180 100% 

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 

 

 

 

Tabel 4.3 

Persentase Jenis Kelamin Responden 

 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-Laki 81 45% 

Perempuan 99 55% 

Total 180 100% 

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 

 

 

 

Tabel 4.4 

Persentase Pendidikan Terakhir Responden 

 

Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase 

SD 5 3% 

SMP 26 14% 
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SMA 108 60% 

S1 40 22% 

S2 1 1% 

S3 0 0% 

Total 180 100% 

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 

 

 

 

Tabel 4.5 

Persentase Lama Usaha Responden 

 

Lama Usaha Jumlah Persentase 

< 2 tahun 57 32% 

2 tahun – 4 tahun 64 36% 

4 tahun – 6 tahun 30 17% 

6 tahun – 8 tahun 9 5% 

> 8 tahun 20 11% 

Total 180 100% 

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 
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Tabel 4.6 

Persentase Omzet Perbulan Responden 

 

Omzet/Bulan Jumlah Persentase 

< Rp.2.000.000 31 17% 

Rp.2.000.0000 – Rp. 5.000.000 52 29% 

Rp.5.000.000 – Rp. 10.000.000 34 19% 

Rp.10.000.000 – Rp.15.000.000 30 17% 

Rp. 15.000.000 – Rp. 20.000.000 18 10% 

> Rp.20.000.000 15 8% 

Total 180 100% 

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 

 

 

 

Tabel 4.7 

Persentase Jabatan Usaha Responden 

Jabatan Jumlah Persentase 

Pemilik / Manajer 71 39% 

Karyawan 109 61% 
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Total 180 100% 

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 

 

 

 

Tabel 4.8 

Persentase Jumlah Karyawan Responden 

 

Jumlah Karyawan Jumlah Persentase 

≤ 3 Orang 111 62% 

4 Orang – 6 Orang 51 28% 

7 Orang – 9 Orang 12 7% 

> 9 Orang 6 3% 

Total 180 100% 

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 

 

 

 

Tabel 4.9 

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 

 N Min Max Mean Std. Deviation 

Kepatuhan Pajak Wajib Pajak 

UMKM (Y) 

180 1 4 3.08 0.67 

Perubahan Tarif Pajak (X1) 180 1 4 3.04 0.68 
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Modernisasi Sistem Pajak (X2) 180 1 4 3.16 0.67 

Pemahaman Pajak (X3) 180 1 4 3.02 0.73 

Pemanfaatan Insentif Pajak (X4) 180 1 4 2.79 0.72 

Kondisi Keuangan (X5) 180 1 4 2.94 0.72 

Sumber : Hasil Penelitian, 2020 

 

 

 

Tabel 4.10 

Nilai Outer Loading Iterasi Pertama 

 

KK KK-MSP KK-PIP KK-PP KK-PTP MSP PIP PP PTP Y

KK1 0.749

KK2 0.867

KK3 0.892

KK4 0.369

KK5 0.717

MSP * KK 1.173

MSP1 0.736

MSP2 0.547

MSP3 0.712

MSP4 0.818

MSP5 0.806

PIP * KK 1.048

PIP1 0.781  



127 
 

PIP2 0.692

PIP3 0.774

PIP4 0.891

PIP5 0.669

PP * KK 1.136

PP1 0.625

PP2 0.411

PP3 0.930

PP4 0.667

PP5 0.552

PTP * KK 1.079

PTP1 0.820

PTP2 0.884

PTP3 0.881

PTP4 0.841

PTP5 0.477

Y1 0.845

Y2 0.847

Y3 0.848

Y4 0.760

Y5 0.611  
 

Sumber : Hasil penelitian, 2020; Keterangan : KK = Kondisi Keuangan, MSP = 

Modernisasi Sistem Perpajakan, PIP = Pemanfaatan Insentif Pajak, PP = 

Pemahaman Pajak , PTP = Perubahan Tarif Pajak, Y = Kepatuhan Pajak WP  

UMKM 
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Tabel 4.11 

Nilai Outer Loading Iterasi Kedua 

 

KK KK-MSP KK-PIP KK-PP KK-PTP MSP PIP PP PTP Y

KK1 0.818

KK2 0.883

KK3 0.919

KK5 0.660

MSP * KK 1.213

MSP1 0.736

MSP2 0.547

MSP3 0.711

MSP4 0.818

MSP5 0.807

PIP * KK 1.023

PIP1 0.781

PIP2 0.693

PIP3 0.773

PIP4 0.892

PIP5 0.667

PP * KK 1.230

PP1 0.717

PP3 0.919

PP4 0.679

PP5 0.619

PTP * KK 1.078

PTP1 0.818

PTP2 0.885

PTP3 0.886

PTP4 0.843

Y1 0.850

Y2 0.853

Y3 0.851

Y4 0.753

Y5 0.599  
 

Sumber : Hasil penelitian, 2020; Keterangan : KK = Kondisi Keuangan, MSP = 

Modernisasi Sistem Perpajakan, PIP = Pemanfaatan Insentif Pajak, PP = 

Pemahaman Pajak , PTP = Perubahan Tarif Pajak, Y = Kepatuhan Pajak WP  

UMKM 

 



129 
 

Tabel 4.12 

Nilai Cross Loading 

 

KK KK-MSP KK-PIP KK-PP KK-PTP MSP PIP PP PTP Y

KK1 0.818 -0.087 -0.197 -0.119 -0.180 0.186 0.166 0.181 0.259 0.170

KK2 0.883 -0.099 -0.128 -0.085 -0.151 0.201 0.116 0.160 0.203 0.218

KK3 0.919 -0.183 -0.239 -0.140 -0.207 0.194 0.202 0.221 0.288 0.245

KK5 0.660 -0.062 -0.086 0.008 0.006 0.082 0.066 0.121 0.158 0.153

MSP * KK -0.138 1.000 0.329 0.305 0.175 -0.318 -0.144 -0.163 -0.103 -0.173

MSP1 0.142 -0.174 -0.171 -0.173 -0.115 0.736 0.055 0.103 0.060 0.135

MSP2 0.082 -0.030 -0.093 -0.105 -0.101 0.547 0.070 0.124 -0.048 0.031

MSP3 0.153 -0.180 -0.083 -0.066 -0.024 0.711 0.110 0.179 0.008 0.171  
MSP4 0.149 -0.272 -0.126 -0.100 -0.092 0.818 -0.052 0.117 0.028 0.166

MSP5 0.186 -0.342 -0.150 -0.156 -0.117 0.807 0.191 0.048 0.168 0.216

PIP * KK -0.202 0.329 1.000 0.321 0.586 -0.171 0.005 -0.020 -0.138 -0.009

PIP1 0.170 -0.088 -0.018 -0.059 -0.125 0.065 0.781 0.147 0.296 0.175

PIP2 0.178 -0.085 0.072 0.016 -0.082 0.035 0.693 0.153 0.195 0.191

PIP3 0.063 -0.147 -0.011 -0.025 -0.096 0.146 0.773 0.140 0.245 0.218

PIP4 0.160 -0.126 -0.027 0.024 -0.149 0.079 0.892 0.216 0.289 0.305

PIP5 0.095 -0.097 0.017 -0.038 -0.043 0.096 0.667 0.088 0.296 0.237

PP * KK -0.109 0.305 0.321 1.000 0.090 -0.161 -0.016 -0.073 -0.020 -0.078

PP1 0.132 -0.159 -0.039 -0.043 0.063 0.084 0.159 0.717 0.130 0.013

PP3 0.214 -0.092 -0.007 -0.031 -0.084 0.099 0.170 0.919 0.105 0.034

PP4 0.112 -0.108 0.123 -0.119 0.098 0.117 0.143 0.679 0.044 0.006

PP5 0.098 -0.273 -0.121 -0.155 0.038 0.233 0.140 0.619 0.096 0.008

PTP * KK -0.172 0.175 0.586 0.090 1.000 -0.116 -0.131 -0.023 -0.108 -0.079

PTP1 0.228 -0.105 -0.041 0.008 -0.029 0.084 0.270 0.125 0.818 0.187

PTP2 0.254 -0.104 -0.099 0.023 -0.070 0.036 0.263 0.102 0.885 0.186

PTP3 0.250 -0.044 -0.128 0.009 -0.089 0.058 0.310 0.098 0.886 0.196

PTP4 0.225 -0.098 -0.185 -0.088 -0.161 0.116 0.334 0.109 0.843 0.243

Y1 0.198 -0.084 0.004 -0.063 -0.097 0.168 0.239 -0.033 0.221 0.850

Y2 0.219 -0.128 -0.056 -0.020 -0.163 0.158 0.234 0.000 0.287 0.853

Y3 0.175 -0.201 -0.023 -0.111 -0.083 0.179 0.276 -0.010 0.162 0.851

Y4 0.258 -0.207 -0.047 -0.103 -0.045 0.210 0.269 0.095 0.157 0.753

Y5 0.050 -0.013 0.174 0.024 0.193 0.180 0.162 0.095 0.077 0.599  
 

Sumber : Hasil penelitian, 2020; Keterangan : KK = Kondisi Keuangan, MSP = 

Modernisasi Sistem Perpajakan, PIP = Pemanfaatan Insentif Pajak, PP = 

Pemahaman Pajak , PTP = Perubahan Tarif Pajak, Y = Kepatuhan Pajak WP 

UMKM 
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Tabel 4.13 

Nilai Composite Reliability 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.14 

Nilai R-Squares 

 

R Square R Square Adjusted

Y 0.189 0.146  
  

Tabel 4.15 

Result of Inner Weight 

 

Original 

Sample 

(O)

Sample 

Mean (M)

Standard 

Deviation 

(STDEV)

T Statistics 

(|O/STDEV|)
P Values

KK -> Y 0.163 0.162 0.073 2.224 0.027

KK-MSP -> Y -0.082 -0.078 0.067 1.237 0.216

KK-PIP -> Y 0.144 0.124 0.115 1.256 0.210

KK-PP -> Y -0.040 -0.014 0.080 0.501 0.616

KK-PTP -> Y -0.055 -0.032 0.077 0.719 0.472

MSP -> Y 0.149 0.157 0.071 2.105 0.036

PIP -> Y 0.214 0.212 0.084 2.541 0.011

PP -> Y -0.103 -0.071 0.123 0.837 0.403

PTP -> Y 0.123 0.120 0.081 1.510 0.132  
  

Composite Reliability

KK 0.89440

KK-MSP 1.00000

KK-PIP 1.00000

KK-PP 1.00000

KK-PTP 1.00000

MSP 0.84874

PIP 0.87489

PP 0.82741

PTP 0.91805

Y 0.88932
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LAMPIRAN 4 

TABULASI DATA  

 

1. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) 

 

No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y5

1 4 3 3 4 4

2 4 4 3 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 4 4 4 3 3

6 3 3 2 2 2

7 3 3 3 4 4

8 2 2 1 1 3

9 3 3 3 3 4

10 4 3 3 3 3

11 4 4 4 4 3

12 4 4 4 4 4

13 3 3 3 2 3

14 3 3 3 2 3

15 4 3 3 3 3

16 3 3 3 3 3

17 3 3 3 3 3

18 4 3 3 3 3

19 2 3 2 3 1

20 2 2 2 1 3

21 3 3 3 3 3

22 1 1 2 2 4

23 2 2 2 2 2

24 2 1 2 2 4

25 3 3 3 3 4

26 4 3 3 4 4

27 4 4 3 2 2

28 3 3 3 3 4

29 4 3 3 3 4

30 3 3 3 4 4

31 3 3 3 2 2

32 3 3 2 2 2

33 3 3 3 4 4  
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34 2 1 1 2 3

35 3 3 3 3 4

36 3 3 3 3 3

37 3 2 2 2 2

38 3 3 3 3 3

39 3 3 3 3 3

40 4 4 4 4 4

41 2 2 2 2 4

42 3 3 3 2 2

43 3 3 3 3 4

44 3 3 3 3 3

45 4 4 4 4 4

46 1 1 2 1 1

47 3 3 3 4 4

48 3 3 3 3 3

49 3 3 3 3 3

50 3 3 3 3 3

51 4 4 4 3 3

52 3 3 4 4 4

53 4 3 3 4 4

54 4 4 4 4 4

55 3 3 3 4 4

56 4 4 4 4 4

57 2 3 2 2 4

58 4 3 3 4 4

59 4 3 3 2 2

60 2 3 1 4 1

61 2 3 2 4 4

62 3 3 3 3 3

63 3 3 3 3 3

64 2 3 2 4 4

65 3 3 3 3 4

66 2 3 2 3 2

67 4 3 3 4 4

68 3 3 3 4 4

69 3 2 3 3 3

70 4 4 4 3 3

71 3 2 2 3 3

72 3 3 2 3 4

73 3 4 3 4 3
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74 3 3 3 3 3

75 3 3 3 3 3

76 3 3 3 3 3

77 4 4 4 4 4

78 3 3 3 4 3

79 4 4 3 4 4

80 3 3 3 3 3

81 3 3 3 3 3

82 3 3 3 3 2

83 3 3 3 3 3

84 3 3 3 3 3

85 2 2 1 2 2

86 3 3 3 3 3

87 3 3 4 4 4

88 3 2 2 3 3

89 3 3 3 2 2

90 3 3 3 2 2

91 4 3 3 4 4

92 3 3 3 4 4

93 3 3 3 3 4

94 4 3 4 4 4

95 3 3 3 3 3

96 3 3 4 3 4

97 1 2 2 3 2

98 4 4 4 4 4

99 3 3 3 3 4

100 3 3 3 3 3

101 3 3 3 3 4

102 3 3 3 3 3

103 4 3 3 3 3

104 3 3 3 3 2

105 3 3 3 3 3

106 3 3 3 3 3

107 3 3 3 3 2

108 3 3 3 3 3

109 3 3 3 3 3

110 3 3 4 3 4

111 4 3 3 4 4

112 3 3 3 4 3

113 4 4 3 4 4

114 3 3 3 3 3  
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115 3 3 2 2 4

116 3 3 3 3 2

117 3 3 2 3 3

118 4 4 4 4 4

119 3 2 3 3 3

120 3 3 3 3 3

121 4 4 4 4 4

122 3 2 2 3 3

123 3 3 4 2 3

124 3 3 3 2 2

125 4 3 3 4 4

126 3 3 3 3 3

127 2 2 2 4 4

128 4 4 4 4 4

129 3 3 3 3 3

130 3 3 3 3 3

131 4 4 4 4 4

132 3 3 3 3 3

133 3 3 3 3 3

134 3 3 3 3 3

135 3 3 3 2 2

136 4 3 3 4 3

137 4 4 4 4 4

138 3 3 3 3 3

139 2 3 2 4 4

140 3 3 3 3 3

141 3 3 4 3 4

142 1 2 2 3 2

143 4 4 4 4 4

144 3 3 3 3 3

145 3 3 3 3 4

146 4 3 3 4 4

147 3 3 3 3 3

148 3 3 3 3 3

149 3 3 3 3 3

150 4 4 4 4 4

151 3 3 3 3 3

152 3 3 3 3 3

153 3 3 3 3 3

154 3 3 3 3 3

155 3 3 3 3 3

156 3 3 3 3 3

157 3 3 3 3 3  
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158 3 3 3 3 3

159 4 3 3 4 4

160 3 3 3 3 3

161 3 3 3 2 3

162 3 3 3 3 3

163 3 3 3 3 3

164 3 3 3 3 3

165 3 3 3 2 2

166 4 3 3 4 3

167 4 4 4 4 4

168 3 3 3 3 3

169 4 3 4 4 4

170 3 3 4 3 4

171 1 2 2 3 2

172 3 3 3 3 3

173 3 3 3 4 4

174 2 2 2 3 3

175 4 4 4 4 4

176 3 3 3 4 4

177 3 3 3 4 4

178 2 3 2 4 4

179 3 3 2 2 2

180 3 3 3 3 4  
 

2. Perubahan Tarif Pajak (PTP) 

 

No. PTP1 PTP2 PTP3 PTP4 PTP5

1 3 3 3 3 3

2 4 4 4 4 3

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 3 3 3 3 3

6 3 3 2 2 3

7 4 4 4 3 3

8 3 2 2 1 2

9 4 4 4 3 3

10 3 2 3 2 2

11 3 3 4 4 4

12 3 4 4 4 4  
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13 3 3 3 2 3

14 3 4 3 2 3

15 4 3 3 3 3

16 3 3 3 3 3

17 3 3 3 3 3

18 3 3 3 3 3

19 2 2 3 2 2

20 2 2 2 2 2

21 2 2 2 3 2

22 2 2 2 2 3

23 3 3 2 3 4

24 3 3 2 2 4

25 2 2 2 2 2

26 3 3 3 3 3

27 4 4 4 4 3

28 3 2 2 3 4

29 2 1 2 2 4

30 3 3 3 3 4

31 3 3 3 3 3

32 3 3 2 2 4

33 4 4 4 3 4

34 3 2 2 1 4

35 4 4 4 3 4

36 3 3 3 3 3

37 2 2 2 1 3

38 3 3 3 3 3

39 1 2 2 2 2

40 4 4 4 4 4

41 2 2 2 2 2

42 3 3 2 2 3

43 3 3 4 3 3

44 3 3 3 3 3

45 4 4 4 4 4

46 3 3 3 4 3

47 4 4 4 3 3

48 3 3 3 3 3

49 3 3 3 3 3

50 4 4 4 3 4

51 3 3 2 2 4

52 2 2 2 2 2

53 2 2 2 2 3

54 3 3 3 3 3

55 3 3 2 2 4  
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56 4 4 4 4 3

57 4 4 4 3 3

58 4 3 3 3 3

59 4 4 4 3 3

60 3 3 3 3 4

61 4 4 4 3 3

62 2 1 1 1 3

63 4 4 4 4 3

64 3 3 3 2 3

65 3 2 3 3 3

66 3 3 3 3 4

67 2 2 2 2 3

68 3 3 3 3 4

69 3 1 2 2 4

70 4 4 3 3 3

71 3 3 3 4 4

72 4 4 4 4 4

73 3 3 3 3 3

74 3 2 2 2 2

75 2 2 3 3 3

76 2 2 3 3 3

77 2 2 2 3 2

78 3 3 2 2 3

79 4 4 4 3 4

80 3 3 3 3 3

81 3 3 3 3 3

82 4 4 2 3 3

83 4 4 4 4 4

84 3 3 4 3 4

85 3 3 4 4 4

86 3 3 3 3 3

87 3 3 3 3 3

88 3 2 2 3 3

89 4 4 4 4 4

90 4 4 4 4 4

91 3 3 3 3 3

92 3 2 2 3 3

93 4 4 4 4 4

94 4 4 4 4 4

95 3 3 3 3 2

96 3 3 3 3 3

97 3 3 3 2 3  
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98 3 3 3 3 3

99 3 3 3 2 3

100 2 3 3 3 3

101 3 3 3 3 4

102 3 3 3 3 4

103 3 3 4 4 3

104 3 3 2 1 4

105 3 4 4 3 4

106 3 2 2 3 3

107 3 3 3 3 3

108 3 3 2 2 3

109 3 2 3 3 3

110 3 2 2 2 3

111 4 4 4 4 4

112 3 2 3 3 3

113 3 3 3 3 3

114 3 3 3 3 2

115 3 4 4 3 3

116 1 2 3 3 3

117 3 4 4 3 4

118 3 3 3 3 3

119 3 3 3 2 2

120 3 3 3 3 4

121 4 4 4 4 4

122 3 3 3 4 4

123 3 2 3 3 2

124 3 2 3 3 3

125 3 3 3 3 3

126 3 3 3 3 3

127 4 4 3 3 3

128 3 2 2 2 3

129 3 2 3 3 3

130 3 2 2 2 3

131 3 3 3 3 3

132 3 3 3 3 3

133 3 3 3 3 4

134 3 2 2 3 3

135 4 4 4 4 4

136 4 4 4 3 3

137 3 3 3 3 2

138 3 3 3 3 3

139 2 3 2 3 2  
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140 3 3 3 3 4

141 2 2 3 3 3

142 2 2 2 2 2

143 3 3 1 2 4

144 3 3 3 3 3

145 3 3 3 3 2

146 3 3 3 3 3

147 4 4 4 4 4

148 3 3 3 3 3

149 3 3 3 3 3

150 3 3 3 3 3

151 3 3 3 4 2

152 3 3 3 4 4

153 3 3 3 3 3

154 3 2 2 2 3

155 3 3 3 3 2

156 4 3 4 3 4

157 3 4 4 4 4

158 4 4 4 4 4

159 3 3 4 4 4

160 4 3 4 4 4

161 3 3 3 4 4

162 2 2 3 2 3

163 3 3 3 3 3

164 3 3 3 3 3

165 3 3 3 3 3

166 3 4 4 4 3

167 4 4 4 4 3

168 2 2 1 3 3

169 2 3 3 3 4

170 4 4 3 3 3

171 3 4 4 4 4

172 3 3 3 3 3

173 3 3 3 3 3

174 3 3 3 3 3

175 3 3 3 3 3

176 4 4 4 4 3

177 3 3 3 3 3

178 3 3 3 3 3

179 3 3 2 3 3

180 4 4 2 4 4  
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3. Modernisasi Sistem Perpajakan (MSP) 

 

No. MSP1 MSP2 MSP3 MSP4 MSP5

1 4 4 4 4 4

2 3 4 3 3 3

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 3 2 2 3 3

6 3 4 4 4 3

7 3 2 3 3 4

8 1 3 3 2 1

9 3 3 4 3 3

10 2 2 3 3 3

11 3 3 3 3 3

12 2 2 3 3 3

13 3 3 3 3 2

14 3 3 4 2 2

15 3 3 3 3 3

16 3 3 3 3 3

17 4 4 3 3 3

18 3 2 3 2 3

19 2 2 3 3 3

20 2 2 2 2 2

21 2 3 3 3 3

22 3 3 3 2 3

23 3 3 3 2 2

24 3 3 3 3 3

25 4 4 4 4 3

26 4 4 4 4 4

27 3 4 3 3 3

28 4 4 4 4 3

29 4 4 4 4 3

30 4 4 4 3 3

31 3 3 2 3 3

32 3 4 4 3 3

33 3 1 3 3 4

34 2 3 3 2 1

35 3 3 4 3 4

36 3 3 3 3 3

37 3 3 3 2 3  
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38 3 3 3 3 3

39 3 3 3 3 3

40 4 4 4 4 4

41 2 2 2 2 2

42 4 4 3 3 3

43 3 3 4 3 4

44 3 3 3 4 4

45 4 4 4 4 4

46 4 4 3 3 3

47 3 4 3 3 3

48 3 3 3 4 4

49 3 3 3 3 3

50 3 3 4 3 4

51 3 4 4 3 3

52 3 3 3 4 3

53 4 4 4 4 3

54 4 4 4 3 3

55 4 4 4 4 4

56 3 3 3 3 3

57 4 4 4 4 4

58 4 4 4 3 4

59 3 4 3 3 3

60 2 2 2 2 3

61 3 2 3 3 3

62 3 3 3 3 3

63 3 3 3 3 3

64 3 3 3 3 3

65 3 4 4 4 3

66 2 2 2 2 2

67 3 3 3 4 4

68 3 4 3 2 3

69 3 4 3 3 4

70 3 3 3 3 4

71 4 4 4 4 4

72 3 3 3 3 4

73 3 3 3 3 3

74 3 3 3 3 3

75 3 3 3 3 3

76 3 4 3 3 2

77 3 4 3 3 3  
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78 4 4 4 4 4

79 3 3 3 3 3

80 3 3 3 3 3

81 3 3 3 3 3

82 2 2 2 3 3

83 3 3 3 3 3

84 4 4 3 3 4

85 3 3 3 3 4

86 3 4 4 4 3

87 3 2 2 3 3

88 2 4 4 2 2

89 2 3 3 3 1

90 3 3 3 3 3

91 4 3 3 4 4

92 3 3 4 3 3

93 2 2 3 3 3

94 3 3 3 3 3

95 3 3 3 3 3

96 1 3 3 2 1

97 4 4 4 4 4

98 4 4 4 4 4

99 2 2 4 4 4

100 3 2 3 3 4

101 3 3 3 3 3

102 3 3 3 3 3

103 3 3 3 2 3

104 3 4 4 3 3

105 3 4 3 3 3

106 4 4 3 4 3

107 4 4 4 4 4

108 1 1 3 3 3

109 4 4 2 3 3

110 4 4 4 4 4

111 4 4 4 4 4

112 2 4 4 2 2

113 2 3 3 1 1

114 1 1 4 4 4

115 3 3 3 4 4

116 4 4 3 4 4

117 3 3 3 3 3

118 3 2 3 3 3

119 2 3 3 2 2  
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120 4 4 4 4 4

121 3 3 3 3 4

122 4 4 3 4 3

123 3 2 2 3 3

124 3 4 3 4 4

125 2 2 3 3 3

126 3 3 3 4 4

127 3 3 3 3 2

128 4 3 4 3 4

129 3 3 4 4 4

130 2 2 4 4 4

131 4 4 4 3 4

132 4 4 4 4 4

133 4 4 3 4 3

134 3 3 3 3 3

135 3 3 3 3 3

136 3 3 3 3 3

137 3 3 3 3 3

138 4 4 4 3 3

139 3 3 3 3 2

140 4 4 4 3 3

141 3 4 2 3 3

142 3 3 3 3 3

143 3 3 3 3 3

144 3 3 3 3 4

145 4 4 4 4 4

146 3 3 4 2 2

147 3 3 3 3 3

148 3 3 3 3 3

149 3 4 4 4 4

150 4 4 3 2 2

151 4 4 4 3 3

152 3 2 3 3 4

153 2 2 2 2 2

154 3 4 3 3 4

155 2 2 3 3 3

156 3 3 3 3 3

157 3 3 3 3 3

158 2 2 3 3 3

159 3 4 4 4 4

160 4 4 4 4 4

161 3 3 3 4 4  
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162 4 4 4 3 3

163 3 3 3 2 3

164 3 3 3 3 3

165 3 3 3 1 4

166 3 3 3 3 3

167 2 2 3 3 3

168 3 3 3 4 4

169 1 2 3 3 3

170 4 4 4 4 3

171 4 4 4 3 3

172 4 4 4 4 4

173 3 3 4 3 3

174 3 3 3 3 3

175 3 3 3 3 3

176 3 3 3 2 4

177 4 4 4 4 4

178 4 4 3 3 3

179 4 3 3 4 3

180 3 3 3 4 4  
 

4. Pemahaman Pajak (PP) 

 

No. PP1 PP2 PP3 PP4 PP5

1 3 3 3 4 3

2 3 3 3 4 4

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 2 1 1 1 2

6 3 3 3 2 3

7 4 4 3 3 3

8 2 2 1 3 1

9 4 4 4 3 4

10 3 3 2 3 3

11 3 4 3 4 4

12 4 4 4 4 4

13 3 3 3 3 3

14 3 3 3 3 4

15 3 3 3 3 3

16 3 3 2 3 3

17 3 3 3 3 3  
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18 4 4 3 4 3

19 2 2 2 1 1

20 3 3 2 3 3

21 3 3 2 3 3

22 4 4 2 4 4

23 4 4 2 3 3

24 4 4 1 4 4

25 2 4 2 3 4

26 3 3 3 4 4

27 3 3 3 4 4

28 2 4 4 4 4

29 3 3 2 4 4

30 3 3 2 4 4

31 2 2 2 1 1

32 3 3 3 2 3

33 4 4 3 3 3

34 2 2 2 3 1

35 4 4 4 2 4

36 3 3 2 3 3

37 2 3 2 2 4

38 3 3 2 3 3

39 3 3 2 3 4

40 4 4 3 4 4

41 3 3 3 3 4

42 2 3 2 3 3

43 3 3 3 4 4

44 3 4 3 4 4

45 4 4 3 4 4

46 3 3 3 4 4

47 4 4 4 4 3

48 3 3 3 4 4

49 3 3 3 4 4

50 4 4 2 4 4

51 3 3 4 4 4

52 3 3 2 3 3

53 4 4 4 4 4

54 3 3 3 3 3

55 3 4 1 2 4

56 3 3 1 4 4

57 3 3 3 2 4

58 3 3 3 4 4  
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59 3 3 3 3 4

60 4 4 2 2 3

61 3 3 3 3 4

62 4 4 3 4 4

63 3 3 3 4 4

64 3 3 3 4 4

65 3 3 4 3 3

66 3 3 3 3 3

67 2 2 2 2 2

68 3 3 2 2 2

69 4 4 4 4 4

70 3 3 3 3 3

71 2 2 2 2 2

72 2 2 2 2 2

73 3 3 3 3 3

74 3 3 3 3 3

75 3 3 3 3 3

76 3 3 3 3 3

77 3 2 2 2 3

78 3 4 1 2 4

79 3 2 2 2 3

80 4 4 4 4 4

81 3 3 3 3 4

82 3 3 3 3 3

83 3 3 1 2 4

84 3 3 2 2 3

85 3 3 3 3 4

86 3 3 3 3 3

87 3 3 2 3 4

88 3 3 3 3 3

89 3 3 3 3 3

90 3 3 3 3 3

91 3 3 3 3 3

92 4 4 4 4 4

93 3 3 3 3 4

94 4 3 3 3 3

95 2 2 2 2 2

96 3 3 2 2 3

97 3 3 3 3 3

98 2 3 2 3 3

99 2 3 2 3 3

100 3 3 3 3 3  
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101 3 3 3 3 3

102 3 3 3 3 4

103 3 4 1 2 4

104 3 4 3 3 3

105 3 3 2 2 3

106 3 4 3 3 3

107 3 3 3 3 3

108 3 3 2 3 3

109 3 3 3 3 3

110 3 4 3 3 4

111 3 4 2 3 3

112 4 4 4 4 4

113 2 2 2 2 2

114 3 3 2 2 2

115 4 4 4 4 4

116 2 1 2 1 3

117 4 4 4 4 4

118 3 3 2 2 2

119 3 3 3 4 3

120 3 3 3 4 4

121 3 3 3 3 3

122 3 3 2 3 3

123 3 3 2 2 3

124 3 3 2 3 3

125 3 4 3 3 4

126 3 3 2 3 3

127 4 4 3 4 3

128 2 2 2 1 1

129 4 4 2 3 3

130 3 3 2 4 4

131 2 2 2 3 1

132 4 4 1 4 4

133 4 4 4 2 4

134 4 4 4 4 4

135 2 3 2 3 3

136 3 3 2 3 3

137 3 3 2 3 4

138 3 3 3 4 4

139 3 3 2 3 3

140 4 4 2 3 3

141 3 3 2 3 3

142 4 4 4 4 4  
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143 3 3 3 3 3

144 3 3 3 3 3

145 3 3 2 4 4

146 3 3 3 3 3

147 3 3 3 3 3

148 4 4 3 4 4

149 4 4 4 4 4

150 3 3 2 3 3

151 3 3 4 3 4

152 3 3 3 3 3

153 2 2 2 2 2

154 2 3 2 2 3

155 3 3 2 3 4

156 3 3 2 3 3

157 4 4 3 3 4

158 2 2 1 3 3

159 3 3 3 3 3

160 3 3 3 3 3

161 3 4 1 2 4

162 3 3 3 3 3

163 2 2 2 3 3

164 3 3 2 3 3

165 1 3 2 2 3

166 2 2 2 2 2

167 3 3 3 2 3

168 3 3 2 2 3

169 3 3 4 4 4

170 2 3 2 2 3

171 3 3 3 2 3

172 3 3 3 3 3

173 3 3 3 3 3

174 3 3 3 3 3

175 3 3 3 3 3

176 3 3 3 3 3

177 3 3 1 2 3

178 4 4 4 4 4

179 3 3 4 4 4

180 3 3 3 4 4  
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5. Pemanfaatan Insentif Pajak (PIP) 

 

No. PIP1 PIP2 PIP3 PIP4 PIP5

1 3 3 3 3 3

2 3 2 3 3 3

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 2 3 2 3 2

6 2 2 2 2 2

7 2 3 3 3 3

8 2 1 2 1 2

9 3 3 3 4 4

10 2 2 2 2 2

11 2 3 3 3 3

12 4 4 4 4 4

13 3 2 2 2 3

14 3 2 2 2 3

15 4 4 4 4 4

16 3 2 3 3 3

17 3 2 3 3 3

18 2 3 3 3 3

19 1 2 2 2 2

20 2 3 2 2 3

21 2 3 3 3 2

22 2 1 3 2 3

23 2 2 2 2 3

24 2 2 3 2 3

25 2 2 3 2 4

26 3 3 3 3 3

27 3 2 3 3 3

28 2 1 2 2 3

29 2 1 2 2 3

30 3 1 3 1 4

31 1 4 1 4 2

32 2 2 2 2 2

33 2 3 3 3 3

34 2 2 1 1 2

35 3 3 3 4 4

36 2 2 3 2 3

37 2 2 2 2 3  



150 
 

38 2 3 3 3 3

39 2 2 2 2 2

40 3 3 3 3 3

41 2 2 2 2 3

42 2 2 2 2 2

43 3 3 3 3 3

44 3 3 3 3 3

45 4 3 4 4 4

46 3 3 3 3 3

47 3 4 3 3 3

48 3 3 3 3 3

49 2 3 3 3 3

50 2 2 3 3 4

51 3 2 3 3 3

52 2 3 3 3 1

53 2 2 2 2 3

54 1 1 3 2 4

55 2 1 4 2 4

56 4 4 4 4 4

57 3 3 3 2 3

58 3 3 3 3 3

59 3 2 3 2 4

60 3 2 2 2 3

61 3 2 3 3 3

62 2 3 3 3 3

63 3 3 3 4 4

64 2 2 2 2 2

65 2 3 2 2 3

66 3 2 3 3 3

67 3 3 3 3 3

68 4 4 4 4 4

69 2 3 2 3 2

70 2 2 2 2 2

71 2 2 2 2 2

72 3 3 3 3 3

73 3 3 3 3 3

74 3 3 3 3 3

75 2 2 2 2 4

76 3 2 2 2 3

77 4 4 4 4 4  



151 
 

78 2 2 3 2 3

79 2 2 3 2 4

80 3 3 3 3 3

81 3 2 3 3 3

82 3 2 2 2 3

83 3 2 2 2 3

84 4 4 4 4 4

85 3 3 3 3 3

86 3 2 3 3 3

87 3 3 3 3 3

88 4 4 4 4 4

89 2 3 2 3 2

90 2 2 3 3 3

91 3 3 2 3 4

92 3 3 1 3 3

93 3 4 3 3 4

94 4 4 4 4 4

95 3 3 3 3 3

96 2 2 3 2 3

97 2 1 2 1 2

98 3 3 3 4 4

99 3 3 3 3 3

100 1 1 3 3 3

101 3 2 3 3 3

102 3 3 3 3 3

103 4 1 3 3 4

104 4 2 4 4 4

105 3 3 3 3 4

106 3 3 3 3 3

107 3 3 3 3 3

108 2 3 3 3 3

109 4 3 3 3 2

110 3 3 3 3 2

111 3 2 2 2 3

112 4 4 4 4 4

113 3 2 3 3 3

114 3 3 3 3 3

115 3 3 3 3 3

116 2 2 2 2 2

117 2 2 3 3 3  



152 
 

118 3 3 2 3 4

119 3 3 1 3 3

120 4 4 2 4 4

121 4 4 3 4 4

122 2 1 4 2 4

123 3 2 2 2 3

124 3 2 2 2 3

125 4 4 4 4 4

126 3 2 3 3 3

127 3 2 3 3 3

128 3 2 3 3 4

129 3 3 3 3 4

130 3 2 3 3 3

131 3 3 3 3 3

132 3 3 3 3 4

133 2 2 2 2 2

134 2 2 3 3 3

135 3 3 3 3 3

136 3 3 3 3 3

137 2 2 2 2 2

138 3 3 3 3 4

139 3 2 3 3 3

140 3 3 3 3 3

141 3 1 3 3 3

142 3 3 3 3 3

143 2 3 3 3 3

144 4 4 4 4 4

145 3 2 3 3 3

146 3 3 3 3 3

147 4 1 3 3 4

148 4 2 4 4 4

149 3 3 3 3 3

150 2 2 3 3 4

151 3 2 3 3 3

152 2 3 3 3 1

153 3 3 2 3 3

154 3 3 3 3 3

155 2 1 4 2 4

156 3 3 3 3 3

157 2 2 2 2 4

158 3 2 2 2 3  



153 
 

159 3 3 3 3 3

160 3 2 3 3 3

161 2 3 3 3 3

162 4 3 3 3 2

163 3 3 3 3 2

164 3 2 2 2 3

165 4 4 4 4 4

166 3 2 3 3 3

167 2 2 2 2 2

168 2 2 2 2 2

169 3 3 3 3 3

170 3 3 3 3 3

171 4 4 4 4 4

172 2 3 2 3 2

173 2 2 2 2 2

174 3 3 3 3 3

175 3 3 3 3 3

176 3 3 3 3 3

177 2 2 2 2 4

178 3 2 2 2 3

179 3 3 4 3 2

180 2 1 4 2 4  
 

6. Kondisi Keuangan (KK) 

 

No. KK1 KK2 KK3 KK4 KK5

1 3 4 4 3 3

2 3 3 3 3 3

3 2 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 1 2 1 4 4

6 4 4 3 2 3

7 3 3 3 3 3

8 1 2 1 3 2

9 4 3 3 4 3

10 3 3 3 3 3

11 3 3 3 3 3

12 4 4 4 4 4

13 3 3 3 2 2

14 4 2 3 2 2  



154 
 

15 3 3 3 2 3

16 3 3 3 3 3

17 3 3 3 3 3

18 3 2 2 2 2

19 3 3 2 2 2

20 2 1 1 3 4

21 3 2 2 3 2

22 2 3 2 4 2

23 3 3 3 4 4

24 2 2 2 4 2

25 3 3 2 4 2

26 3 4 4 3 3

27 3 3 3 3 3

28 2 3 2 4 2

29 3 3 3 3 3

30 3 3 3 3 2

31 2 1 2 3 3

32 4 4 3 2 3

33 4 4 4 4 4

34 2 2 1 3 2

35 4 3 3 4 3

36 2 3 2 3 3

37 2 2 2 3 2

38 3 3 2 2 2

39 2 3 3 3 3

40 3 3 2 3 2

41 2 2 1 3 2

42 3 3 3 3 3

43 3 3 3 3 3

44 3 3 3 3 3

45 4 4 3 4 4

46 2 3 3 3 3

47 4 3 3 3 3

48 3 3 3 3 3

49 3 3 2 2 2

50 4 4 4 4 4

51 3 3 3 4 4

52 3 2 2 3 2

53 1 1 1 3 3

54 3 3 3 3 3

55 1 2 2 4 2  



155 
 

56 3 4 4 4 3

57 3 3 2 3 3

58 3 3 4 4 3

59 2 3 2 3 3

60 3 3 3 3 3

61 3 3 3 3 3

62 3 3 3 3 3

63 3 3 3 2 2

64 2 3 3 3 3

65 4 4 4 4 4

66 2 2 1 4 4

67 4 4 3 2 3

68 3 3 3 3 3

69 2 2 2 3 2

70 3 3 2 4 2

71 3 3 3 4 4

72 2 2 2 4 2

73 3 3 2 4 2

74 3 4 4 3 3

75 3 3 3 3 3

76 2 3 2 4 2

77 3 3 3 3 3

78 3 3 3 3 3

79 3 3 3 3 3

80 1 2 2 4 2

81 3 3 3 3 3

82 3 3 3 3 3

83 4 4 4 4 4

84 3 3 3 2 2

85 4 2 3 2 2

86 4 4 4 4 4

87 3 3 3 2 2

88 4 2 3 2 2

89 3 3 3 3 3

90 3 3 3 3 3

91 4 4 4 4 4

92 3 4 3 3 3

93 4 4 3 2 3

94 3 2 3 2 2

95 4 4 4 4 4

96 2 2 2 3 2  



156 
 

97 3 3 3 3 3

98 3 3 3 3 3

99 1 1 1 3 2

100 3 3 2 3 3

101 2 3 2 4 3

102 3 3 3 3 3

103 1 2 1 4 4

104 3 3 3 3 3

105 3 3 3 3 3

106 3 3 3 3 3

107 2 2 2 3 3

108 4 4 4 4 4

109 4 4 4 4 4

110 1 2 1 3 3

111 3 3 3 3 3

112 3 3 3 3 3

113 2 2 2 4 2

114 3 3 3 3 3

115 3 3 3 3 3

116 4 4 4 3 3

117 4 4 4 4 4

118 3 3 3 3 3

119 4 4 4 4 4

120 4 3 3 4 3

121 3 4 3 3 3

122 4 4 3 2 3

123 3 2 3 2 2

124 4 3 3 3 3

125 3 3 3 3 3

126 3 3 2 2 2

127 3 3 4 4 4

128 3 2 2 2 3

129 4 2 2 3 3

130 2 3 3 3 3

131 4 4 4 4 4

132 3 3 2 2 2

133 4 4 4 4 4

134 3 3 3 3 3

135 2 2 2 2 2

136 3 3 3 3 3

137 4 4 4 4 4

138 3 3 3 3 3  



157 
 

139 2 2 2 4 2

140 3 3 3 3 3

141 2 2 2 4 4

142 4 4 3 2 3

143 3 3 3 3 3

144 3 3 3 3 3

145 3 3 3 3 3

146 3 3 3 3 3

147 3 3 3 3 3

148 1 2 2 4 2

149 3 3 3 3 3

150 3 3 3 3 3

151 3 4 4 3 3

152 3 3 3 3 3

153 2 3 2 4 2

154 3 3 3 3 3

155 3 3 3 3 3

156 3 3 3 3 3

157 2 3 3 3 3

158 4 4 4 4 4

159 3 3 3 3 2

160 3 3 2 3 3

161 2 3 2 4 3

162 3 3 3 3 3

163 3 3 3 3 3

164 3 3 3 3 3

165 3 3 3 3 3

166 3 3 3 2 2

167 4 2 3 2 2

168 1 2 2 4 2

169 3 4 3 3 3

170 4 4 3 2 3

171 3 2 3 2 2

172 4 3 3 3 3

173 3 3 3 3 3

174 3 3 2 2 2

175 4 4 4 4 4

176 4 4 4 4 4

177 3 3 3 2 2

178 4 2 3 2 2

179 2 3 3 3 4

180 2 1 3 3 4



158 
 

 


